SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN LAMONGAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

¢ bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 10 Peraturan
Darah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun
2020-2039, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan
Lamongan Tahun 2025-2045;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Dacrah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Daerah Tingkat Il Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam
Daecrah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang...
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali,
Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan
Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

8. Peraturan...
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8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program
Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 330);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan
Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,
Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata
Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021
tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15
Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 530);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10
Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3 Seri
D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lamongan 2020-2039 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA

RUANG WILAYAH PERENCANAAN LAMONGAN TAHUN
2025-2045.

BAB L..
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.

14

15.

Daerah adalah Kabupaten Lamongan.

Bupati adalah Bupati Lamongan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Lamongan.

Kecamatan adalah bagian Wilayah dari daerah Kabupaten
yang dipimpin oleh Camat.

Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang
laut dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan
makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara
kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola
Ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan
Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang.

Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang
meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan
pengawasan Penataan Ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan
Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana
Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan
program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib Tata Ruang.

Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata
Ruang.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut
RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata
Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan
Peraturan Zonasi Kabupaten.

Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif
dan/atau aspek fungsional.

. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut WP adalah

bagian dari Kabupaten dan/atau kawasan strategis
Kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya,
sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang bersangkutan.

WP Lamongan adalah Wilayah Perencanaan II.

bagian...
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26

27.
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Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP
adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik
dan terdiri dari beberapa Blok.

Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-
kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan
jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara
tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata
seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan
prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman
dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi
sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat
yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat
pelayanan administrasi, ekonomi, sosial dan/atau budaya
yang melayani seluruh Wilayah kota dan/atau regional.
Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah
pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi
yang melayani sub Wilayah Kota.

Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat pelayanan
ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan
permukiman kota.

Pusat Lingkungan Kecamatan adalah Pusat Pelayanan
ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan
permukiman Kecamatan.

Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah Pusat
Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada
lingkungan permukiman kelurahan/desa.

Jalan Umum adalah prasarana transportasi darat yang
meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi
lalu lintas, yang terdapat pada permukaan tanah, di atas
permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau
air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api,
jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan Arteri Primer merupakan  jalan yang
menghubungkan secara berdaya guna antar pusat
kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional
dengan pusat kegiatan wilayah.

.Jalan  Kolektor Primer merupakan jalan vyang

menghubungkan secara berdaya guna antara pusat
kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat
kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah
dengan pusat kegiatan lokal,

Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan
secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan
pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah

dengan...
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dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan
lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan
lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

Jalan  Lingkungan  Primer adalah jalan yang
menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan
perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan
perdesaan.

Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang
menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
Jalan Tol Adalah Jalan Umum yang merupakan bagian
sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang
penggunanya diwajibkan membayar Tol.

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum
yang digunakan untuk mengatur Kkedatangan dan
keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang
dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
Terminal Penumpang adalah pangkalan kendaraan
bermotor umum yang digunakan untuk mengatur
kedatangan dan  keberangkatan, menaikkan dan
menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan
moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan.
Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal Penumpang
yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum
untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota,
serta angkutan perdesaan.

Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan
air dan/atau di atas permukaan tanah.

Halte adalah adalah tempat pemberhentian kendaraan
bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan
penumpang.

Jaringan Jalur Kereta Api adalah jaringan jalur yang
terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi Ruang
manfaat Jalur Kereta Api, Ruang milik Jalur Kereta Api,
dan Ruang pengawasan Jalur Kereta Api, termasuk bagian
atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas
kereta api.

Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah Jalur Kereta
Api antarkota yang melintasi Wilayah Kabupaten/Kota
untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan
pemberhentian Kereta Api.

Stasiun Penumpang Sedang adalah tempat perhentian
Kereta Api untuk keperluan naik turun penumpang kelas
besar berdasarkan pengklasifikasian Stasiun Kereta Api
dengan jumlah penumpang antara 10.000 - 50.000 orang
per hari.

40. Jaringan...
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Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang
Pengolahan-Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan
seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di
bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-
konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat
SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan
kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal
35 kV sampai dengan 230 kV.

Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya
disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang
menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara
bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang
ketenagalistrikan,

Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya
disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang
menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di
220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang
ketenagalistrikan.

Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk
menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi
tegangan menengah.

Gardu Distribusi adalah gardu yang berfungsi untuk
menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.

.Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi

utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar
ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang
menghubungkan Kota/Kabupaten sehingga terbentuk
konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah Ilaut
telekomunikasi.

Telepon Fixed Line adalah telepon yang mengacu pada link
transmisi  nirkabel menggunakan seluler untuk
menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk
pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut
telekomunikasi.

Menara Base Transceiver Station yang selanjutnya
disingkat BTS adalah bangunan sebagai tempat yang
merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.
Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi
yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer,
saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-
sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan
irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran
pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap,
bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya

51. Jaringan...
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Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang
berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam
petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran
kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter,
serta bangunan pelengkapnya.

Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang
dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan
besarnya debit banjir,

Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah,
urukan batu, beton, dan/ atau pasangan batu yang
dibangun selain untuk menahan dan menampung air,
dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung
limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur
sehingga terbentuk waduk.

Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang
berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang
diantaranya pada: saluran masuk (inlet) siphon, saluran
masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet} kolam detensi dan
retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang
berhubungan dengan badan air.

Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai
menjadi air yang dapat dikonsumsi.

Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang
digunakan wuntuk pengambilan air minum, termasuk
pipa/kabel bawah laut air minum.

Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan
untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan
sampai unit pelayanan.

Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang
dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air
dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non
Domestik adalah sarana yang digunakan dalam
serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non
domestik.

Sub-Sistem Pengolahan Setempat adalah sarana untuk
mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di
lokasi sumber.

Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja adalah Sarana
untuk mengolah lumpur tinja berupa Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja.

IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah
Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk cakupan
pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan
tertentu.

63. Bahan...
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Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat
B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang
karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik
secara langsung maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup,
dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan,
serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup
lainnya.

Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan
yang mengandung B3.

Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan
sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun.

Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang
selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat
dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,
penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya
disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke
tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat
pengolahan sampah terpadu.

Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk
menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran
drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air
penerima

Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk
menampung air dari saluran drainase tersier dan
membuang air tersebut ke jaringan drainase primer,
Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk
menerima air  dari saluran  penangkap dan
menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.

Kolam Retensi adalah prasarana drainase yang berfungsi
untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu
wilayah.

Jalur Evakuasi Bencana  adalah jalur yang
menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi
Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat
Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul
sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai
tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam yang
juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.

Tempat Evakuasi Akhir adalah Tempat berkumpul akhir
bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat
hunian sementara saat terjadi bencana alam yang juga
berfungsi sebagai pos informasi bencana.

75. Pola...
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Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam
suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk
fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi
daya.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan
karakteristik spesifik.

Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki
fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan
pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang
bersangkutan.

Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup
yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya
buatan.

Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan
sumber daya buatan.

Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa
sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang
diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan
Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan
hidup secara lestari, serta dapat menjaga Kkelestarian
jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran,
ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-
sumber air. Termasuk didalammya kawasan kearifan lokal
dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung
antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ,
danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang
memiliki fungsi perlindungan setempat.

Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur
dan/atau mengelompok yang penggunaannya Iebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang
tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam,
dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan
air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.

Sub-Zona Taman Kota adalah laban terbuka yang
berfungsi social dan estetik sebagai sarana kegiatan
rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk
melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota.
Sub-Zona Taman Kecamatan adalah taman yang
ditujukan untuk melayani penduduk satu Kecamatan.
Sub-Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan
untuk melayani penduduk satu Kelurahan.

86. Sub-Zona...
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Sub-Zona Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk
melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja,
kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan Masyarakat
lainnya di lingkungan RW tersebut.

Sub-Zona Taman RT adalah taman yang ditujukan untuk
melayani penduduk satu RT, khususnya kegiatan remaja,
kegiatan olahraga Masyarakat, serta kegiatan Masyarakat
lainnya di lingkungan RT tersebut.

Sub-Zona Pemakaman adalah penyedisan Ruang Terbuka
Hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan
jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah
resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi,
pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta
fungsi sosial Masyarakat disekitar seperti beristirahat dan
sebagai sumber pendapatan.

Sub-Zona Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman
serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam
Ruang milik jalan (rumija) maupun di dalam Ruang
pengawasan jalan (ruwasja), sSering disebut jalur hijau
karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman
yang pada umumnya berwarna hijau.

Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang terdapat di
antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang
meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.

Zona Pertanian adalah Peruntukan Ruang yang
dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya
tanaman  pangan, hortikultura, perkebunan dan
peternakan,

Sub-Zona Tanaman Pangan adalah Peruntukan Ruang
lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan
lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial
untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
Sub-Zona Peternakan adalah Peruntukan Ruang yang
secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan
atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis
tanaman  pangan, perkebunan, hortikultura atau
perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu
sampai hilir.

Sub-Zona Perikanan Budi Daya adalah Peruntukan Ruang
yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya
ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana
sarana umum yang ada.

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah Peruntukan
Ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga
listrik.

96. Zona...
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Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan
lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang
ditetapkan  sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Zona Perumahan adalah Peruntukan Ruang yang terdiri
atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan
dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan
fasilitasnya.

Sub-Zona  Perumahan  Kepadatan Tinggi adalah
Peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal
atau hunian dengan perbandingan yang besar antara
jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Sub-Zona  Perumahan Kepadatan Sedang adalah
Peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal
atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang
antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Zona Sarana Pelayanan Umum adalah Peruntukan Ruang
yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang
berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial
budaya, olahraga dan rekreasi dengan fasilitasnya dengan
skala pelayanan yang ditetapkan di dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah.

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah
Peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani
penduduk skala Kota.

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan
adalah Peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk
melayani penduduk skala Kecamatan.

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan
adalah Peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk
melayani penduduk skala Kelurahan.

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW adalah
Peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani
penduduk skala RW,

Zona Perdagangan dan Jasa adalah Peruntukan Ruang
yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan
perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat
berusaha, tempat hiburan dan rekreasi

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah
Peruntukan Ruang yang difungsikan untuk
pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau
jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan
dan rekreasi dengan skala pelayanan Kota.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah
Peruntukan Ruang yang difungsikan untuk
pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau

jasa...
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jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan
dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah
Peruntukan Ruang yang difungsikan untuk
pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau
jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan
dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP,

Zona Perkantoran adalah Peruntukan Ruang yang
difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan
pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat
berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial
pendukungnya.

Zona Peruntukan Lainnya adalah Peruntukan Ruang yang
dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di
daerah tertentu.

Zona Pengelolaan Persampahan adalah Peruntukan Ruang
di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan
sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola
persampahan.

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum adalah
Peruntukan Ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat
mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau
biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang
memenuhi baku mutu yang berlaku.

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah
Peruntukan Ruang yang memiliki fasilitas bangunan air
yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau
limbah industri, dan sebagainya.

Sub-Zona Pergudangan adalah Peruntukan Ruang untuk
melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan
pemindahan barang.

Zona Transportasi adalah Peruntukan Ruang yang
merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang
dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi
skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan
pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam
rencana tata Ruang yang meliputi transportasi darat,
udara, dan laut.

Zona Pertahanan dan Keamanan adalah Peruntukan
Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan
pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti
instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat
latihan, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya
disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana
kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata
Ruang.

118. Peraturan...
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Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur
tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan
pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona
peruntukan yang penetapan Zonanya dalam rencana rinci
Tata Ruang.

Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ
adalah ketentuan lain dari Zonasi konvensional yang
dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam
penerapan aturan Zonasi dan ditujukan untuk mengatasi
berbagai permasalahan dalam penerapan Peraturan
Zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual
kawasan dan arah Penataan Ruang.

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan adalah
ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan
yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang
bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan
yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan
lahan yang tidak diperbolehkan pada suatu Zona.
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah
ketentnan mengenai besaran pembangunan yang
diperbolehkan pada suatu zona yang meliputi Koefisien
Dasar Bangunan maksimum, Koefisien Lantai Bangunan
maksimum, Koefisien Daerah Hijau minimum, Luas
Kaveling minimum.

Ketentuan Tata Bangunan adalah Ketentuan tata
bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk,
besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu
zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan
bangunan meliputi Garis Sempadan Bangunan, Ketinggian
Bangunan, Jarak bebas Antar Bangunan.

Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur
pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan
memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang
bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama,
yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpeng
susun (overlay).

Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat
KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas
seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas
lahan/tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang
dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.

Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat
KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas
seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai
Rencana Tata Ruang.

126. Koefisien...
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Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH
adalah angka persentase perbandingan antara luas
seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang
diperuntukkan bagi pertamanan/penghijanan dan luas
tanah perpetakan/daerah perencanaa yang dikuasai
sesual Rencana Tata Ruang.

Luas Kaveling Minimum adalah luasan kaveling minimal
yang disepakati oleh Pemeritah Kabupaten Lamongan
dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan untuk
kaveling minimal rumah.

Garis Sempadan Bangunan adalah sempadan yang
membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan,
dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas
terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas
Ruang, atau jarak bebas minimal dari bidang terluar suatu
massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi
sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain
atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik,
jaringan gas.

Jarak Bebas Samping adalah jarak minimum antara batas
petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.

Jarak Bebas Belakang adalah jarak minimum antara garis
batas petak belakang terhadap dinding bangunan
terbelakang.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang
termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau
pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam
penyelenggaraan penataan ruang.

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan
daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah dengan memberikan
pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang,
Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Ontine Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem
OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola
dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

me e T

deliniasi WP Lamongan;

tujuan penataan WP Lamongan;
rencana Struktur Ruang;
rencana Pola Ruang;

ketentuan Pemanfaatan Ruang;
ketentuan Peraturan Zonasi;

g. forum...
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forum penataan ruang;
peninjauan kembali.

BAB II
DELINIASI WP LAMONGAN

Pasal 3

Deliniasi WP Lamongan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a meliputi seluruh Kecamatan Lamongan
terdiri dari 8 (delapan) kelurahan dan 12 (dua belas) desa
dengan luas 4.103,53 (empat ribu seratus tiga koma lima
tiga) hektare beserta Ruang udara di atasnya, Ruang
perairan dan Ruang di dalam bumi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Batas WP Lamongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah :

a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Turi dan
Kecamatan Deket;

b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sukodadi;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan
Kembangbahu dan Kecamatan Tikung; dan

d. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tikung
dan Kecamatan Deket.

WP Lamongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi

menjadi 5 (lima) SWP dan 10 (sepuluh) Blok meliputi :

a. SWP II.A seluas 543,42 (lima ratus empat puluh tiga
koma empat dua) hektare, terdiri dari 2 (dua) Blok,
meliputi :

1. Blok ILA.1 seluas 279,10 (dua ratus tujuh puluh
sembilan koma satu nol) hektare; dan

2. Blok ILA.2 seluas 264,32 (dua ratus enam puluh
empat koma tiga dua) hektare.

b. SWP II.B seluas 636,55 (enam ratus tiga puluh enam
koma lima lima) hektare, terdiri dari 2 (dua) Blok
meliputi :

1. Blok II.LB.1 seluas 412,56 (empat ratus dua belas
koma lima enam) hektare; dan

2. Blok II.B.2 seluas 223,99 (dua ratus dua puluh tiga
koma sembilan sembilan) hektare.

c. SWPILC seluas 1.025,41 (seribu dua puluh lima koma
empat satu) hektare, terdiri dari 2 (dua) hektare, terdiri
dari 2 (dua) Blok meliputi :

1. Blok II.C.1 seluas 526,85 (lima ratus dua puluh
enam koma delapan lima) hektare; dan

2. Blok...
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2. Blok II.C.2 seluas 498,56 (empat ratus sembilan
puluh delapan koma lima enam) hektare.

d. SWP II.LD seluas 868,12 (delapan ratus enam puluh
delapan koma satu dua) hektare terdiri dari 2 (dua) Blok
meliputi :

1. Blok II.D.1 seluas 720,57 (tujuh ratus dua puluh
koma lima tujuh) hektare; dan

2. Blok ILD.2 seluas 147,55 (seratus empat puluh
tujuh koma lima lima) hektare.

e. SWP ILE seluas 1.030,04 (seribu tiga puluh koma nol
empat) hektare, terdiri dari 2 (dua) Blok meliputi :

1. Blok ILE.1 seluas 568,71 {lima ratus enam puluh
delapan koma tujuh satu) hektare; dan

2. Blok II.LE.2 seluas 461,32 (empat ratus enam puluh
satu koma tiga dua) hektare.

(4) Delineasi WP Lamongan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) serta pembagian SWP dan Blok pada WP Lamongan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam
peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I peta deliniasi WP dan Lampiran II peta
pembagian SWP dan Blok yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB 1II
TUJUAN PENATAAN WP LAMONGAN

Pasal 4
Tujuan Penataan WP Lamongan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b adalah mewujudkan WP Lamongan sebagai
bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Gerbangkertosusila untuk
mendukung kegiatan pusat pemerintahan, perdagangan dan
jasa, fasilitas pelayanan umum, perumahan dan transportasi
yang berkelanjutan.

BAB 1V
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5
(1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf ¢ meliputi :
a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi;
€. rencana jaringan energi;

d. rencana...
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rencana jaringan telekomunikasi;

rencana jaringan sumber daya air;

rencana jaringan air minumn;

rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan Limbah
B3;

h. rencana jaringan persampahan;

i. rencana jaringan drainase; dan

J. rencana jaringan prasarana lainnya.

Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il peta rencana Struktur Ruang
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

® ™o o

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6
Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi :
a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf a berada di SWP Il.A Blok
1LA.2.
Sub  Pusat Pelayanan  Kota/Kawasan  Perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di :
a. SWPILB pada Blok II.B.2;
b. SWP IL.C pada Blok I1.C.1;
¢. SWPILD pada Blok I1.D.2; dan
d. SWPILE pada Blok IL.E. 1.
Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ meliputi :
a. Pusat Lingkungan Kecamatan; dan
b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat {(4) huruf a berada di SWP 11.A Blok I1.A.2.
Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat {(4) huruf b berada di :
a. SWPILA pada Blok I1.A.2;
b. SWPIIL.C pada Blok II.C.1;
c. SWPILD pada Blok II.D.1; dan
d. SWPILE pada Blok IL.E. 1.

(7) Rencana...
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Rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan
dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IIl.1 peta rencana Struktur Ruang rencana
pengembangan pusat pelayanan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7
Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :
a. Jalan Umum;
b. Jalan Tol;
c. Terminal Penumpang Tipe B;
d. Jembatan,;
e. Halte;
f. Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota; dan
g. Stasiun Kereta Api.
Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a
meliputi :
Jalan Arteri Primer;
Jalan Kolektor Primer;
Jalan Lokal Primer;
Jalan Lingkungan Primer; dan
Jalan Lingkungan Sekunder.
Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a meliputi :
a. Jalan Jagung Suprapto (Lamongan) melewati:
1. SWPILA pada Blok IL.A. 1, Blok II.A.2;
2. SWPILB pada Blok II.B. 1, Blok II.B.2; dan
3. SWP ILC pada Blok II.C. 1.
b. Jalan P.B. Sudirman (Lamongan) melewati :
1. SWPIILA pada Blok II.A.1; dan
2. SWPILB pada Blok IL.B. 1.
c. Widang/Bedahan - batas Kota Lamongan melewati :
1. SWPIILB pada Blok I1.B.2; dan
2. SWP II.C pada Blok 1I.C.1, Blok II.C.2.
d. Rencana Jalan Lingkar Utara melewati SWP II.B pada
Blok IL.B. 1, Blok II.B,2.
Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b berupa jalan Kolektor Primer-2 meliputi :
a. Batas Kota Lamongan - Batas Kab. Mojokerto melewati
SWP I1.D pada Blok I1.D. 1, Blok I11.D.2;
b. Jalan Acmad Dahlan melewati SWP ILLA pada Blok
II.A.1, Blok II.A.2;

P RrROOHDR

c. Jalan...
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¢. Jalan Lamongrejo melewati SWP IILA pada Blok ILA.1,
Blok IL.A.2;

d. Jalan Raya Mantup (Jalan Gajah Mada) melewati SWP
II.D pada Blok II.D. 1, Biok I1.D.2; dan

e. Jalan Sunan Drajad melewati SWP II.A pada Blok ILA.1,
Blok II.A.2.

(5) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf ¢ meliputi :

a. Jalan Basuki Rahmad melewati SWP II.A pada Blok
II.A.2;

b. Jalan Dr. Soegiri melewati SWP II.A pada Blok I1.A.2;

c. Jalan Kusuma Bangsa melewati SWP II.LA pada Blok
I.A.2;

d. Jalan Mastrip melewati :
1. SWPIL.C pada Blok II.C.1; dan
2. SWPILE pada Blok ILE.1;

e. Jalan Pahlawan melewati :
1. SWP ILA pada Blok II.A.2;
2. SWPILC pada Blok II1.C.1; dan
3. SWPILE pada Blok ILE.1.

f. Jalan Sukarno Hatta melewati :
1. SWPILA pada Blok II.A.2;
2. SWPILD pada Blok II.D.1; dan
3. SWPILE pada Blok IL.E. 1.

g. Jalan Sumargo melewati :
1. SWP ILA pada Blok II.LA.1; dan
2. SWPIL.D pada Blok I1.D.2.

h. Jalan Surojoyo melewati SWP II.A pada Blok II.A.1;

i, Jalan Veteran melewati SWP ILLA pada Blok I[.LA.1;

j- Jalan Made - Plembon melewati :
1. SWPILC pada Blok 1I.C.1, Blok II.C.2; dan
2. SWPILE pada Blok ILE. 1.

k. Jalan Made - Plosowahyu melewati SWP II.C pada Blok
I.C.1;

. Jalan Sidokumpul - Tunjungmekar melewati SWP II.B
pada Blok II.B. 1;

m. Jalan Sukorejo (RS. Muhammadiyah) - Ngujungrejo
melewati SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok I1.B.2; dan

n. Jalan Turi — Kiringan melewati SWP II.LB pada Blok
II.B.2.

{(6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf d meliputi :

a. Baturono — Karanglangit melewati SWP II.C pada Blok
I1.C.2;

b. Dampit — Rancangkencono melewat :
1. SWPILD pada Blok I1.D.1; dan
2. SWP ILE pada Blok IL.E. 1, Blok ILE.2.

c. Jatirejo...
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Jatirejo — Sidomukti melewati SWP II.D pada Blok I1.D.2;
Jalan Achmad Yani melewati SWP II.A pada Blok [LA.1,
Blok I1.A.2;

Jalan Andansari melewati SWP II.A pada Blok IL.A.2;
Jalan Andanwangi melewati SWP II.A pada Blok II.A.1,
Blok I1.A.2;

Jalan Dr. Wahidin S.H melewati SWP II.LA pada Blok
ILA.1, Blok I1.A.2;

Jalan HOS. Cokroaminoto melewati SWP IILA pada Blok
ILA.2;

Jalan K.H. Ahmad Dahlan melewati SWP II.A pada Blok
IL.A.1;

Jalan K.H. Hasyim Ashari melewati SWP IL.A pada Blok
I1.A.2;

Jalan Ki Sarmidi M.S melewati SWP IILA pada Biok
IL.A.1;

Jalan Kinameng I melewati SWP II.A pada Blok IL.A.1;
Jalan Kinameng II melewati SWP [I.A pada Blok IL.A.1;
Jalan Kombespol M. Duryat melewati SWP ILA pada
Blok ILA.1;

Jalan Kyai Amin melewati SWP II.A pada Blok IL.A.1;
Jalan Laras Liris melewati SWP II.A pada Blok IL.A.2;
Jalan Merpati melewati SWP ILA pada Blok IL.A.1;

Jalan Ronggohadi melewati SWP IL.A pada Blok I1.A.2;
Jalan Soewoko melewati SWP II.A pada Blok I1.A.1;
Jalan Sunan Giri melewati SWP II.A pada Blok I1.A.2;
Jalan Sunan Kalijogo melewati SWP ILLA pada Blok
II.A.2;

Kebet — Mangkujajar melewati SWP II.E pada Blok IL.E.1,
Blok IL.LE.2;

Lopang — Keramat melewati SWP I1.D pada Blok I1.D.1;
Plosowahyu — Tambakploso melewati SWP II.B pada
Blok 11.B.2;

Sendangrejo — Sidomukti melewati :

1. SWPILD pada Blok II.D.1; dan

2. SWPILE pada Blok IL.E.2.

Sidorejo — Dlanggu melewati SWP IL.LB pada Blok II.B.1;
dan

. Tanjung — Pangkatrejo melewati SWP IL.C pada Blok

I1.C.1, Blok IL.C.2.

Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) huruf e melewati :

a.
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SWP IL.A pada Blok II.A. 1, Blok I1.A.2;
SWP II.B pada Blok II.B. 1, Blok I1.B.2;
SWP II.C pada Blok II.C. 1, Blok II.C.2;
SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
SWP ILE pada Blok IL.E. 1, Blok IL.E.2.

(8) Jalan...
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Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berupa pengembangan Jalan Tol Mojokerto — Lamongan
melewati :

a. SWP IL.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;

b. SWP IL.B pada Blok II.B.1; dan

c. SWPILD pada Blok II.D.1.

Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ yaitu Terminal Lamongan berada di SWP
II.A pada Blok II.A.2.

Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
berada di :

a. SWPILA pada Blok ILLA. 1, Blok I.A.2;

b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;

¢. SWPIL.C pada Blok II.C.1;

d. SWPILD pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan

e. SWPILE pada Blok II.E. 1, Blok II.E.2.

Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada
di:

a. SWP ILA pada Blok ILLA. 1, Blok ILLA.2;

b. SWP IL.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;

c. SWPILC pada Blok II.C.1; dan

d. SWPILD pada Blok I.D.2.

Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di :

a. SWP IL.A pada Blok 11.A. 1, Blok II.A.2;

b. SWPIILB pada Blok II.B.1; dan

c. SWPILC pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.

Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g berupa Stasiun Penumpang Sedang berada di SWP
II.B pada Blok II.B. 1.

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri
dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III.2 peta rencana Struktur
Ruang rencana jaringan transportasi yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8
Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ meliputi :
a. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang
Pengolahan -Konsumen;
b. SUTT,

c. SUTM...
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c. SUTM;
d. SUTR; dan
e. gardu listrik.
Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang
Pengolahan-Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a melewati :
SWP I1.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
SWB II.B pada Blok 11.B. 1, Blok II.B.2;
SWP I1.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
SWPIL.D pada Blok II.D. 1, Blok 11.D.2; dan
SWP IL.E pada Blok IL.E. 1, Blok I.LE.2.
SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. SUTT Lamongan- Paciran 150 m kV melewati SWP IL.D
pada Blok I1.D,2
b. SUTT Lamongan-Babat 150 kV melewati :
1. SWPIL.C pada Blok II.C. 1, Blok II.C.2;
2. SWPILD pada Blok I1.D.1, Blok I1.D.2; dan
3. SWPILE pada Blok IL.E.1.
c. SUTT Segoromadu-Lamongan melewati SWP [I.D pada
Blok I1.D.2.
SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
melewati :
a. SWPIILA pada Blok IL.A.1, Blok 1.A.2;
b. SWP IL.B pada Blok iI.B.1, Blok I.B.2;
¢. SWPIIL.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
d
e

o a0 oD

SWP IL.D pada Blok II.D. 1, Blok I1.D.2; dan
SWP ILE pada Blok II.LE. 1, Blok ILE.2.
SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
melewati :
a. SWPILA pada Blok I.A.1, Blok II.LA.2;
b. SWP IL.B pada Blok I1.B. 1, Blok II.B.2;
c. SWPILC pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
d. SWP ILD pada Blok I.D.1, Blok I1.D.2; dan
e. SWPILE pada Blok II.E.1, Blok II.LE.2.
Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
meliputi :
a. Gardu Induk; dan
b. Gardu Distribusi.
Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a
meliputi GI Lamongan berada di SWP II.D pada Blok I1.D.2.
Gardu Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf b melewati :
a. SWPILA pada Blok I1.A.1, Blok IL.A.2;
SWP II.B pada Blok I1.B.2;
SWP II.C pada Blok II.C. 1, Blok I1.C.2;
SWP IL.D pada Blok I1.D.1, Blok I1.D.2; dan

e oo

e. SWP...



)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

©)

-24 -

e. SWPILE pada Blok IL.E. 1, Blok II.E.2.

Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III.3 peta rencana Struktur
Ruang rencana jaringan energi yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9
Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi :
a. jaringan tetap; dan
b. jaringan bergerak seluler.
Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a berupa :
a. Jaringan Serat Optik; dan
b. Telepon Fixed Line.
Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a melewati :
a. SWP IIL.A pada Blok II.A.1, Blok 11.A.2;
b. SWP IL.B pada Blok I1.B. 1, Blok 1I.B.2;
c. SWPILC pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
d. SWP II.D pada Blok II.D. 1, Blok II.D.2; dan
e. SWPILE pada Blok II.E. 1, Blok ILE.2,
Telepon Fixed Line sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b melewati :
SWP I1.A pada Blok II.LA.1, Blok I1.A.2;
SWP II.B pada Blok II.B. 1, Blok II.B.2;
SWP II.C pada Blok II.C. 1, Blok I1.C.2;
SWP II.D pada Blok II.D.1; dan
SWP IL.LE pada Blok IL.E. 1, Blok IL.E.2.
Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b berupa Menara BTS berada di :
a. SWP ILA pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
b. SWP II.B pada Blok IL.B.1, Blok 11.B.2;
¢. SWPIIL.C pada Blok II.C.1;
d
e
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SWP I1.D pada Blok I1.D.1; dan

SWP ILE pada Blok IL.E. 1, Blok II.E.2,
Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II1.4 peta rencana
Struktur Ruang rencana jaringan telekomunikasi yang

merupakan...
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merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10
Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi :
a. sistem jaringan irigasi;
b. sistem pengendalian banjir; dan
¢. bangunan sumber daya air.
Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi : '
a. Jaringan Irigasi Primer;
b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
c. Jaringan Irigasi Tersier.
Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a melewati :
SWP II.A pada Blok 1L.A.1, Blok II.A.2;
SWP IL.B pada Blok I1.B. 1, Blok II.B.2;
SWP II.C pada Blok I1.C.1, Blok II.C.2;
SWP II.D pada Blok I1.D.2; dan
SWP II.E pada Blok II.E. 1, Blok II.E.2.
Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b melewati :
a. SWP IL.A pada Blok I.A. 1, Blok II.A.2;
b. SWP II.B pada Blok I1.B.1, Blok II.B.2;
c. SWP ILC pada Blok 11.C. 1, Blok I1I.C.2;
d. SWP IL.D pada Blok [1.D.1, Blok II.D.2; dan
e. SWP ILE pada Blok II.E. 1, Blok IL.E.2.
Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf ¢ melewati :
a. SWPII.A pada Blok II.A. 1;
b. SWP II.B pada Blok I1.B.1, Blok II.B.2;
c¢. SWPILC pada Blok I1.C. 1, Blok II.C.2;
d. SWPIL.D pada Blok II.D.1; dan
e. SWP ILE pada Blok ILE.1, Blok IL.E.2.
Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berupa Bangunan Pengendalian Banjir
melewati :
a. SWP ILA pada Blok IL.A.1, Blok I1.A.2;
b. SWPII.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
c. SWPILD pada Blok II.D. 1, Blok I1.D.2; dan
d. SWP ILE pada Blok II.E. 1, Blok II.E.2.
Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ meliputi :

LS R CE I

a. Pintu...
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a. Pintu Air; dan

b. Bendungan.

Pintu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a
berada di :

a. SWP II.C pada Blok I.C. 1;

b. SWP IL.D pada Blok II1.D.2; dan

c. SWP ILE pada Blok IL.LE. 1, Blok II.E.2.

Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a
berada di SWP II.B pada Blok I1.B.2.

Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 peta rencana
Struktur Ruang rencana jaringan sumber daya air yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11
Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas :
a. unit produksi;
b. unit distribusi; dan
¢. Bangunan Penangkap Mata Air.
Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berupa :
a. Instalasi Produksi berada di SWP II.B pada Blok II.B.2;
dan
b. Jaringan Transmisi Air Minum melintas di SWP II.B
pada Blok I.B.2 dan SWP II.C pada Blok II.C. 1.
Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b berupa Jaringan Distribusi Pembagi berada di :
a. SWP ILA pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok I.B.2;
SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok 11.C.2;
SWP II.D pada Blok II.D. 1, Blok I1.D.2; dan
SWP IL.LE pada Blok IL.LE. 1, Blok IL.LE.2.
Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c berada di SWP II.C pada Blok I1.C. 1.
Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri
dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II1.6 peta rencana Struktur
Ruang rencana jaringan air minum yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian...
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Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan
Pengelolaan Limbah B3

Pasal 12
Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g
meliputi :
a. sistem pengelolaan air limbah non domestik;
b. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
c. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
d. Sistem Pengelolaan Limbah B3.
Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Infrastruktur
Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik berada di
SWP II.B pada Blok II.B.2 dan SWP I.D pada Blok II.D.2,
Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
a. Sub-Sistem Pengolahan Setempat; dan
b. Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
Sub-Sistern Pengelolaan Setempat sebagaimana dimaksud
pada ayat 3) huruf a berada di :
a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
b. SWPIL.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2:
c. SWPILC pada Blok 11.C. 1, Blok II.C.2;
d. SWP IL.D pada Blok II.D. 1, Blok II.D.2; dan
e. SWPILE pada Blok II.LE. 1, Blok ILE.2.
Sub-Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di SWP II.B pada
Blok II.B. 1.
Sistern  pengelolaan air limbah domestik terpusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berupa IPAL
Skala Kawasan Tertentu/Permukiman berada di:
a. SWPILA pada Blok 11.A.1, Blok ILLA.2;
b. SWP IL.B pada Blok II.B. 1, Blok I1.B.2:
¢c. SWPILC pada Blok II.C. 1, Blok II.C.2;
d. SWP II.D pada Blok II.D. 1, Blok [1.D.2; dan
e. SWP ILE pada Blok IL.LE. 1, Blok IL.LE.2.
Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d berada di :
SWP IL.A pada Blok I1.A. 1, Blok IL.A.2;
SWP 1L.B pada Blok II.B. 1, Blok I.B.2:
SWP II.D pada Blok 11.D.1, Blok I1.D.2; dan
SWP IL.E pada Blok ILE. 1.

e o

(8) Rencana...
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(8) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam
peta dengan Kketeliian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III.7 Peta Rencana Struktur Ruang rencana
pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13
(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h meliputi :
a. TPS3R; dan
b. TPS.
(2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada
di SWP II.E pada Blok IL.E. 1.
{3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada

SWP II.A pada Blok II.A. 1, Blok ILLA.2;

SWP I1.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;

SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok 11.C.2;

SWP II.D pada Blok II.D. 1, Blok II.D.2; dan

SWP IL.E pada Blok IL.E. 1, Blok II.E.2.

(4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II1.8 peta rencana
Struktur Ruang rencana jaringan persampahan yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.,
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Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14
(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf i meliputi :
a. Jaringan Drainase Primer;
b. Jaringan Drainase Sekunder;
¢. Jaringan Drainase Tersier; dan
d. Kolam Retensi.
(2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a melewati :

a. SWP...
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SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok ILA.2;

SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok I1.B.2;

SWP II.C pada Blok 1I.C.1, Blok II.C.2;

SWP I1.D pada Blok I1.D.1, Blok I1.D.2 dan

SWP II.LE pada Blok II.E. 1, Blok [I.E.2.

Jarmgan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b melewati :

a. SWP IL.A pada Blok II.A. 1, Blok II.A.2;

b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;

c. SWPILC pada Blok 11.C.1, Blok I1.C.2;

d. SWP II.D pada Blok I.D. 1, Blok 11.1D.2 dan

e. SWPILE pada Blok IL.LE. 1, Blok IL.E.2.

Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ berada di :

a. SWP IL.A pada Blok II.A.1, Blok I1.A.2;

b. SWP II.B pada Blok I1.B.2;

c. SWPIL.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;

d. SWP IL.D pada Blok II.D. 1, Blok II.D.2 dan

e. SWP ILE pada Blok IL.E. 1.

Kolam Retensi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1)
huruf d berada di SWP II.B pada Blok 1I.B. 1.

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri
dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 1.9 peta rencana Struktur
Ruang rencana jaringan drainase yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15
Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j meliputi :
a. dJalur Evakuasi Bencana;
b. tempat evakuasi; dan
¢. Jaringan Pejalan Kaki.
Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a melewati :
SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok I1.A.2;
SWP II.B pada Blok 11.B. 1, Blok I1.B.2;
SWP II.C pada Blok I1.C. 1, Blok II.C.2:
SWP II.D pada Blok II.D. 1, Blok I1.D.2; dan
SWP II.E pada Blok IL.E. 1, Blok IL.E.2.
Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:

e oo o w

a. Tempat...



-30 -

a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
b. Tempat Evakuasi Akhir.

(4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

ayat (3) huruf a berada di :

a. SWP IL.A pada Blok II.A. 1, Blok II.A.2;

b. SWP II.B pada Blok 11.B.2;

c. SWPIILC pada Blok II.C. 1, Blok I1.C.2;

d. SWP IL.D pada Blok II.D. 1, Blok I1.D.2; dan

e. SWPILE pada Blok II.LE. 1, Blok IL.LE.2

Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b berada di :

a. SWP IL.A pada Blok I1LA.2;

b. SWPILC pada Blok II.C.1; dan

c. SWPILD pada Blok II.D.2

Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ melewati :

a. SWP IIL.A pada Blok I1.A.1, Blok 1I.A.2;

b. SWP IL.B pada Blok 1I.B.1, Blok II.B.2;

¢. SWPILC pada Blok II.C. 1, Blok II.C.2:

d. SWPIL.D pada Blok I1.D.2; dan

e. SWPILE pada Blok ILE. 1.

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II1.10 peta
rencana Struktur Ruang rencana jaringan prasarana
lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini,

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16
Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf d meliputi :
a. Zona lindung; dan
b. Zona budi daya.
Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV peta rencana Pola Ruang
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian...
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Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 17
Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf a meliputi :
a. Zona Badan Air dengan kode BA,;
b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
¢. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Pasal 18

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 huruf a seluas 91,61 (sembilan puluh satu koma

enam satu) hektare berada di :

a. SWP ILA seluas 4,49 (empat koma empat sembilan) hektare
berada pada Blok I1.A. 1, Blok I1.A.2;

b. SWP ILB seluas 5,37 (lima koma tiga tujuh) hektare berada
pada Blok I1.B. 1, Blok I1.B.2;

c. SWP ILC seluas 11,98 (sebelas koma sembilan delapan)
hektare berada pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;

d. SWP IL.D seluas 20,24 (dua puluh koma dua empat) hektare
berada pada Blok I1.D.1, Blok I1.D.2; dan

e. SWP ILE seluas 49,54 (empat puluh sembilan koma lima
empat) hektare berada pada Blok ILE.1, Blok IL.E.2.

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 huruf b seluas 51,16 (lima puluh

satu koma satu enam) hektare berada di :

a. SWP ILA seluas 3,48 (tiga koma empat delapan) hektare
berada pada Blok II.A.1, Blok I.A.2;

b. SWP IL.B seluas 5,82 (lima koma delapan dua) hektare
berada pada Blok 11.B.1, Blok II.B.2;

c. SWP ILC seluas 15,62 (lima belas koma enam dua) hektare
berada pada Blok II.C. 1, Blok II.C.2;

d. SWP ILD seluas 10,49 (sepuluh koma empat sembilan)
hektare berada pada Blok II.D. 1, Blok I1.D.2; dan

e. SWP ILE seluas 15,75 (lima belas koma tujuh lima) hektare
berada pada Blok II.E. 1, Blok I1.E.2.

Pasal 20
(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 huruf ¢ seluas 72,26 (tujuh
puluh dua koma dua enam) hektare meliputi :
a. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
b. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;

c. Sub-Zona...
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Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;

Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6;

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.

Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 17,12 (tujuh belas

koma satu dua) hektare berada di :

a. SWP ILA seluas 5,21 (lima koma dua satu) hektare
berada pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;

b. SWP ILB seluas 0,11 {nol koma satu satu) hektare
berada pada Blok I1.B.1; dan

c. SWP ILD seluas 11,80 (sebelas koma delapan nol)
hektare berada pada Blok II.D.2.

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 0,43

(nol koma empat tiga) hektare, berada di SWP II.LB pada

Blok I1.B.1.

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ seluas 6,41

(enam koma empat satu) hektare berada di :

a. SWP ILLA seluas 1,03 (satu koma nol tiga) hektare
berada pada Blok II.A.1;

b. SWP II.LB seluas 0,70 (nol koma tujuh nol} hektare
berada pada Blok II.B.1, Blok I1.B.2;

c. SWP II.C seluas 1,76 (satu koma tujuh enam) hektare
berada pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;

d. SWP II.LD seluas 0,35 (nol koma tiga lima) hektare
berada pada D Blok I1.D.1; dan

e. SWP ILE seluas 2,56 (dua koma lima enam) hektare
berada pada Blok ILLE. 1.

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana

dimaksud pada ayat {1} huruf d seluas 3,28 (tiga koma dua

delapan) hektare berada di:

a. SWP IL.A seluas 0,28 (nol koma dua delapan) hektare
berada pada Blok I1.A.2;

b. SWP ILB seluas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare
berada pada Blok II.B.1;

c. SWP IL.C seluas 0,81 (nol koma delapan satu] hektare
berada pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;

d. SWP IL.D seluas 0,75 (nol koma tujuh lima) hektare
berada pada Blok I1.D.1; dan

e. SWP ILE seluas 1,37 (satu koma tiga tujuh) hektare
berada pada Blok IL.E. 1.

Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 0,57 (nol koma lima

tujuh) hektare berada di :

R MO D

a. SWP...
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a. SWP II.C seluas 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektare
berada pada Blok II.C.1;

b. SWP IL.D seluas 0,05 (nol koma nol lima) hektare berada
pada Blok ILD.1; dan

c. SWP ILE seluas 0,15 (nol koma satu lima) hektare
berada pada Blok IL.E. 1.

(7} Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas 26,59 (dua puluh
enam koma lima sembilan) hektare berada di :

a. SWP ILA seluas 9,06 (sembilan koma nol enam) hektare
berada pada Blok II.A. 1, Blok IL.A.2;

b. SWP ILB secluas 1,16 (satu koma satu enam) hektare
berada pada Blok II.B.1, Blok I1.B.2;

c. SWP II.C seluas 6,65 (enam koma enam lima) hektare
berada pada Blok II.C. 1, Blok II.C.2;

d. SWP ILD seluas 4,01 (empat koma nol satu} hektare
berada pada Blok II1.D. 1, Blok I1.D.2; dan

e. SWP ILE seluas 5,71 (lima koma tujuh satu) hektare
berada pada Blok IL.LE. 1, Blok IL.E.2,.

(8) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g seluas 17,87 (tujuh belas
koma delapan tujuh) hektare berada di :

a. SWP II.A seluas 2,09 (dua koma nol sembilan) hektare
berada pada Blok II.A.1, Biok IL.A.2;

b. SWP IL.B seluas 5,29 (lima koma dua sembilan) hektare
berada pada Blok II.B. 1, Blok I1.B.2;

c. SWP ILC seluas 10,36 (sepuluh koma tiga enam)
hektare berada pada Blok II.C. 1, Blok 11.C.2;

d. SWP IL.D seluas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare
berada pada Blok I1.D. 1, Blok I1.D.2; dan

e. SWP ILE seluas 0,04 (nol koma nol empat) hektare
berada pada Blok IL.LE. 1.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 21
Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf b meliputi :
Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
Zona Pertanian dengan kode P;
Zona Perikanan dengan kode IK;
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
Zona Perumahan dengan kode R;
Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;

F@Rme o o
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Zona Perkantoran dengan kode KT}

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
Zona Transportasi dengan kode TR; dan

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal 22

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf a seluas 96,54 (sembilan puluh enam
koma lima empat) hektare berada di :

a,

b.

(1)

(2)

(3)

SWP ILLA seluas 24,29 (dua puluh empat koma dua
sembilan) hektare berada pada Blok 11.A.1, Blok I1.A.2;

SWP II.B seluas 21,41 (dua puluh satu koma empat satu)
hektare berada pada Blok II.B.1, Blok I1.B.2;

SWP IL.C seluas 23,30 (dua puluh tiga koma tiga nol)
hektare berada pada Blok II.C.1, Blok I1.C.2;

SWP IL.D seluas 10,49 (sepuluh koma empat sembilan)
hektare berada pada Blok I1.D. 1, Blok I1.D.2; dan

SWP ILE seluas 17,05 (tujuh belas koma nol lima) hektare
berada pada Blok ILE.1, Blok IL.E.2.

Pasal 23
Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf b seluas 279,47 (dua ratus tujuh
puluh sembilan koma empat tujuh) hektare meliputi :
a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
b. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan
Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 278,42 {dua ratus
tujuh puluh delapan koma empat dua} hektare berada di :
a. SWP IL.B seluas 70,93 (tujuh puluh koma sembilan tiga)
hektare berada pada Blok I1.B.1, Blok II.B.2; dan
b. SWP ILE seluas 207,49 (dua ratus tujuh koma empat
sembilan) hektare berada pada Blok ILE.2,
Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1,04 (satu koma nol
empat) hektare berada di :
a. SWP ILD seluas 0,61 (nol koma enam satu) hektare
berada pada Blok I1.D.1; dan
b. SWP ILE seluas 0,43 (nol koma empat tiga) hektare
berada pada Blok II.LE.2,

Pasal 24

Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 huruf ¢ berupa Sub Zona Perikanan Budi Daya

dengan...
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dengan kode IK-2 seluas 20,87 (dua puluh koma delapan tujuh)
hektare berada di SWP II.B pada Blok JI.B.2.

Pasal 25
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d berupa Sub
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL seluas
2,90 (dua koma sembilan nol) hektare berada di SWP ILD pada
Blok I1.D.2.

Pasal 26
Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KFPI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e berupa Sub
Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI seluas
54,56 (lima puluh empat koma lima enam) hektare berada di :
a. SWP ILA seluas 0,49 {nol koma empat sembilan) hektare
berada pada Blok 11.A.2;
b. SWP ILB seluas 50,29 (lima puluh koma dua sembilan)
hektare berada pada Blok I1.B.2; dan
c. SWP II.LD seluas 3,79 {tiga koma tujuh sembilan) hektare
berada pada Blok II.D.2.

Pasal 27

(1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf { seluas 2.770,52 (dua ribu tujuh
ratus tujuh puluh koma lima dua) hektare, meliput :

a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-
2; dan

b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode
R-3.
(2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 511,90
(lima ratus sebelas koma sembilan nol) hektare berada di :
a. SWP ILA seluas 246,06 (dua ratus empat puluh enam
koma nol enam) hektare berada pada Blok II.A.1, Blok
ILLA.2;

b. SWP II.LB seluas 0,53 (nol koma lima tiga) hektare
berada pada Blok II.B.1;

¢. SWP II.C seluas 68,56 (enam puluh delapan koma lima
enam) hektare berada pada Blok I1.C.1;

d. SWP IL.D seluas 83,02 (delapan puluh tiga koma nol
dua) hektare berada pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan

e. SWP ILE seluas 113,74 (seratus tiga belas koma tujuh
empat) hektare berada pada Blok IL.E. 1.

(3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas

2.258,62...
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2.258,62 (dua ribu dua ratus lima puluh delapan koma

enam dua) hektare berada di :

a. SWP ILB seluas 183,18 (seratus delapan puluh tiga
koma satu delapan) hektare berada pada Blok II.B. 1;

b. SWP IL.C seluas 851,72 (delapan ratus lima puluh satu
koma. tujuh dua) hektare berada pada Blok 11.C.1, Blok
11.C.2;

c. SWP IL.D seluas 651,06 (enam ratus lima puluh satu
koma nol enam) hektare berada pada Blok II.D.1, Blok
II.D.2; dan

d. SWP ILE seluas 572,66 (lima ratus tujuh puluh dua
koma enam enam) hektare berada pada Blok IL.E. 1, Blok
ILE.2.

Pasal 28

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g seluas

98,10 (sembilan puluh delapan koma satu nol) hektare

meliputi :

a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan
kode SPU-1;

b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan
dengan kode SPU-2;

c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan
dengan kode SPU-3; dan

d. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan
kode SPU-4,

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan

kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

seluas 75,27 (tujuh puluh lima koma dua tujuh) hektare

berada di :

a. SWP ILA seluas 44,12 (empat puluh empat koma satu
dua) hektare berada pada Blok I1.A.1, Biok IL.A.2;

b. SWP ILB seluas 12,52 (dua belas koma lima dua)
hektare berada pada Blok I1.B.1, Blok I1.B.2;

c. SWP II.C seluas 5,30 (lima koma tiga nol) hektare
berada pada Blok II.C.1;

d. SWP ILD seluas 11,98 (sebelas koma sembilan delapan)
hektare berada pada Blok I1.D. 1, Blok IL.D.2; dan

e. SWP ILE seluas 1,34 (Satu koma tiga empat) hektare
berada pada Blok II.E. 1.

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan

dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b seluas 7,58 (tujuh koma lima delapan) hektare

berada di :

a. SWP ILA seluas 5,11 (lima koma satu satu) hektare
berada pada Blok IL.A.1, Blok 11.A.2;

b. SWP...
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b. SWP II.LB seluas 0,12 (nol koma satu dua) hektare
berada pada Blok IL.B.1;

c. SWP II.C seluas 0,91 (nol koma sembilan satu) hektare
berada pada Blok II.C.1, Blok II.C.2 ;

d. SWP ILD seluas 0,77 (nol koma tujuh tujuh) hektare
berada pada Blok 11.D.2; dan

e. SWP ILE seluas 0,67 (nol koma enam tujuh) hektare
berada pada Blok IL.E. 1.

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan

dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ seluas 7,93 (tujuh koma sembilan tiga) hektare

berada di :

a. SWP ILA seluas 2,98 (dua koma sembilan delapan)
hektare berada pada Blok II.A.1, Blok I.A.2;

b. SWP ILB seluas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare
berada pada Blok II.B.1;

c¢. SWPIL.C seluas 2,03 (dua koma nol tiga) hektare berada
pada Blok I1.C. 1, Blok II.C.2;

d. SWP ILD seluas 1,65 (satu koma enam lima) hektare
berada pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan

e. SWP ILE seluas 1,14 (satu koma satu empat} hektare
berada pada Blok II.E. 1, Blok IL.E.2.

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode

5PU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas

7,32 {tujuh koma tiga dua) hektare berada di :

a. SWP ILA seluas 1,52 (satu koma lima dua) hektare
berada pada Blok II.A.1, Blok I1.A.2;

b. SWP IL.B seluas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare
berada pada Blok II.B. 1, Blok I1.B.2;

c. SWP ILC seluas 2,25 (dua koma dua lima) hektare
berada pada Blok II.C. 1, Blok II.C.2;

d. SWP II.D seluas 0,95 (nol koma sembilan lima) hektare
berada pada Blok I1.D.1, Blok I1.D.2; dan

e. SWP ILE seluas 2,49 (dua koma empat sembilan)
hektare berada pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.

Pasal 29

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 huruf h seluas 405,87 (empat

ratus lima koma delapan tujuh) hektare meliputi :

a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan
kode K-1;

b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode
K-2; dan

c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan
kode K-3.

(2) Sub-Zona...
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Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode

K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas

seluas 378,92 (tiga ratus tujuh puluh delapan koma

sembilan dua) hektare berada di :

a. SWP ILA seluas 157,63 (seratus lima puluh tujuh koma
enam tiga) hektare berada pada Blok IL.A. 1, Blok I1.A.2;

b. SWP ILB seluas 124,12 (seratus dua puluh empat koma
satu dua) hektare berada pada Blok II.B.1, Blok I1.B.2;

c. SWPII.C seluas 21,40 (dua puluh satu koma empat nol)
hektare berada pada Blok II.C.1, Blok I11.C.2;

d. SWP ILD seluas 52,18 (lima puluh dua koma satu
delapan) hektare berada pada Blok II.D.1, Blok II.D.2;
dan

e. SWP ILE seluas 23,59 (dua puluh tiga koma lima
sembilan) hektare berada pada Blok IL.E. 1.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-

2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas

19,01 (sembilan belas koma nol satu) hektare berada di :

a. SWP ILA seluas 8,66 (delapan koma enam enam)
hektare berada pada Blok II.A.2; dan

b. SWP ILE seluas 10,35 (sepuluh koma tiga lima) hektare
berada pada Blok ILLE. 1.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode

K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf ¢ seluas

7,93 (tujuh koma sembilan tiga) hektare berada di :

a. SWP ILA seluas 7,13 (tujuh koma satu tiga) hektare
berada pada Blok II.A.1, Blok I1.A.2;

b. SWP II.C seluas 0,65 (nol koma enam lima) hektare
berada pada Blok II.C.2; dan

c. SWP II.D seluas 0,16 (nol koma satu enam) hektare
berada pada Blok II.D.2.

Pasal 30

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 hurufi seluas 20,94 (dua puluh koma sembilan
empat) hektare berada di :

a.

b.

SWP ILA seluas 16,90 (enam belas koma sembilan nol)
hektare berada pada Blok I.LA. 1, Blok I1.A.2;

SWP IL.B seluas 0,69 (nol koma enam sembilan} hektare
berada pada Blok II.B.2;

SWP II.C seluas 1,12 (satu koma satu dua) hektare berada
pada Blok II.C. 1, Blok II.C.2;

SWP II.D seluas 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektare
berada pada Blok II.D. 1, Blok I1.D.2; dan

SWP ILE seluas 1,43 (satu koma empat tiga) hektare berada
pada Blok I.LE. 1, Blok IL.LE.2.

Pasal 31...
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Pasal 31
Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf j seluas 134,69 (seratus
tiga puluh empat koma enam sembilan) hektare meliputi :
a. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode
PL-3;
b. Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode
PL-4; dan
c. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.
Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-
3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 0,48
(nol koma empat delapan) hektare berada di SWP II.B pada
Blok I1.B.2.
Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-
4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 0,42
(nol koma empat dua) hektare berada di SWP II.B pada Blok
II.B.1.
Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ seluas 133,79 (seratus tiga
puluh tiga koma tujuh sembilan) hektare berada di :
a. SWP IL.B seluas 131,31 (seratus tiga puluh satu koma
tiga satu) hektare berada pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
b. SWP II.C seluas 0,12 {nol koma satu dua) hektare
berada pada Blok I1. C.1; dan
c. SWP ILE seluas 2,37 (dua koma tiga tujuh) hektare
berada pada Blok IL.E. 1.

Pasal 32

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf k seluas 0,52 (nol koma lima
dua) hektare berada di :

a.

SWP IL.A seluas 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektare berada
pada Blok IILA. 1, Blok ILA.2; dan

SWP ILE seluas 0,16 (nol koma satu enam) hektare berada
pada Blok ILE. 1.

Pasal 33

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf 1 berupa Sub Zona Transportasi dengan
kode TR seluas 1,24 (satu koma dua empat) hektare berada di :

a.

b.

SWP ILA seluas 0,76 {nol koma tujuh enam) hektare berada
pada Blok II.A.2; dan

SWP II.B seluas 0,48 (nol koma empat delapan) hektare
berada pada Blok II.B. 1.

Pasal 34...
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Pasal 34

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf m berupa Sub Zona
Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK seluas 2,27 (dua
koma dua tujuh) hektare berada di :

a.

(1)

(2)

(1)

(2)

Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan 12 Lamongan
berada di SWP II.C seluas 0,06 (nol koma nol enam) hektare
pada Biok II.C.1,

Sub Datasemen Polisi Militer V-2-3 berada di SWP ILLA
seluas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektare pada Blok
[1.A.2;

Komando Rayon Militer 0812/01 Lamongan berada di SWP
IILA seluas 0,10 (nol koma satu nol] hektare pada Blok
[.A.2;

Rumah Dinas Komando Distrik Militer berada di SWP II.A
seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare pada Blok I1.A.2;
Kepolisian Resor Lamongan berada di SWP IL.A seluas 1,40
(satu koma empat nol) hektare pada Blok II.A.1; dan
Kepolisian Sektor Lamongan berada di SWP IL.C seluas 0,43
{nol koma empat tiga) hektare pada Blok II.C.1.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35
Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf e merupakan acuan untuk
mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola
Ruang.
Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :
a. KKPR; dan
b. program prioritas Pemanfaatan Ruang,

Bagian Kedua
KKPR

Pasal 36
KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2} huruf
a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan.
KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1} menjadi
pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian...
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Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b meliputi :

a. indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas;

b. lokasi;

c. sumber pendanaan;

d. instansi pelaksana; dan

e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Indikasi program Pemanfaatan Ruang  prioritas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. program perwujudan rencana Struktur Ruang di WP,
dan

b. program perwujudan rencana Pola Ruang di WP.

Lokasi program  perwujudan Pemanfaatan Ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan

tempat program Pemanfaatan Ruang yang akan

dilaksanaan di Blok dalam SWP.

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

huruf ¢ berasal dari :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

swasta;

Masyarakat; dan/atau

sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d meliputi :

a. Pemerintah Daerah;

b. badan usaha milik Daerah;

c. swasta; dan

d. masyarakat.

Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1)

huruf e terdiri atas 5 (lima} tahapan, meliputi :

a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu)
tahun 2025-2029;

b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua)
tahun 2030-2034;

c. indikasi program utama jangka menengah tahap III
(tiga) tahun 2035-2039; dan

d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV
(empat) tahun 2040-2045.

o op

(7) Waktu...
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Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana
dalam menetapkan prioritas pembangunan pada WP
Lamongan.

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi
program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

Ketentuan Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf e berfungsi untuk :
a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan
Ruang;
acuan dalam pemberian rekomendasi KKPR;
acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
acuan dalam pengenaan sanksi; dan
rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan
lahan dan penetapan lokasi investasi.
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Penataan Ruang.
Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa :
a. aturan dasar yang mencakup peraturan zonasi dalam

Zona Lindung dan Zona Budi daya; dan
b. TPZ.
Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
meliputi :
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan;
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang;
Ketentuan Tata Bangunan;
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal;
Ketentuan Khusus; dan
ketentuan pelaksanaan.

o oo g

e opp o

Bagian...
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Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 39

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a meliputi :

a. kegiatan dan penggunaan lahan yang
diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;

b. kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara
terbatas dengan kode T;

c. kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu
dengan kode B; dan

d. kegiatan dan penggunaan lahan tidak
diperbolehkan/tidak diizinkan dengan kode X.

Kegiatan dan penggunaan lahan yang

diperbolehkan/diizinkan dengan kode 1 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan dan
penggunaan lahan yang memiliki sifat sesuai dengan
peruntukan Ruang yang  direncanakan, sehingga

Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan peninjauan atau

pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan dan

penggunaan lahan tersebut.

Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara

terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b merupakan kegiatan dan penggunaan lahan

yang dibatasi dengan ketentuan meliputi :

a. terbatas pada kegiatan skala mikro dan kecil dengan
kode T1; dan

b. terbatas pada pemanfaatan kegiatan eksisting dengan
kode T2.

Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu

dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c dengan ketentuan meliputi :

a. dengan syarat mendapatkan rekomendasi/izin dari
perangkat daerah terkait dan memenuhi peraturan
perundang-undangan dengan kode B1; dan

b. dengan syarat kegiatan usaha berada pada lebar jalan
minimal 6 meter dengan kode B2.

Kegiatan dan penggunaan lahan tidak diperbolehkan/tidak

diizinkan dengan kode X sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) huruf d merupakan kegiatan tidak sesuai dengan

peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat

menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di

sekitarnya dan jika dilanggar dikenakan sanksi.

(6) Ketentuan...
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Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam Ketentuan
Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud
pada Lampiran VI, Bupati menetapkan jenis kegiatan
dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum
Penataan Ruang Daerah.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas dan Pemanfaatan Ruang

(1)

(2)

3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 40
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf b meliputi :
a. KDB maksimum;
b. KLB maksimum;
¢. KDH minimum; dan
d. Luas Kaveling Minimum.
Luas Kaveling Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d untuk Zona Perumahan dengan kode (R) seluas
60 (enam puluh) meter persegi.
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang untuk bangunan
tunggal atau rumah tinggal tunggal meliputi :
a. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen};
b. KLB maksimum 2,4 {dua koma empat); dan
¢. KDH minimum 10% (sepuluh persen).
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini,

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 41
Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (4) huruf ¢ meliputi :
a. Garis Sempadan Bangunan minimum;
b. Jarak Bebas Samping minimum; dan
c. Jarak Bebas Belakang minimum.,
Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.,

Bagian...
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Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 42

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d mengatur jenis
prasarana dan sarana minimal yang dipersyaratkan sesuai
Zona atau Sub-Zona.

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 43

Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (4) huruf e meliputi :
a. Ketentuan Khusus kawasan sempadan;
b. Ketentuan Khusus kawasan lahan pertanian pangan

berkelanjutan;
c. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana;
d. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana; dan
e. Ketentuan Khusus kawasan resapan air.
Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 dan tercantum
dalam Lampiran X.1 peta Ketentuan Khusus rencana Pola
Ruang kawasan sempadan, Lampiran X.2 peta Ketentuan
Khusus rencana Pola Ruang kawasan lahan pertanian
pangan berkelanjutan, Lampiran X.3 peta Ketentuan Khusus
Rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana, Lampiran X.4
peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Tempat
Evakuasi Bencana, dan Lampiran X.5 peta Ketentuan
Khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 44

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (4) huruf f meliputi :

a.

ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang; dan

b. ketentuan...
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ketentuan pemberian insentif dan disinsentif

Pasal 45

Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 huruf a memuat ketentuan :

a. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu
kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari
satu Zona Pemanfaatan Ruang selain Zona lindung
dan/atau Sub-Zona Tanaman Pangan diperbolehkan
mengikuti Zona yang memiliki nilai ekonomis paling
tinggi dengan persetujuan Forum Penataan Ruang
dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi;

b. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu
kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari
satu Zona Pemanfaatan Ruang satu diantaranya Zona
lindung dan/atau Sub-Zona Tanaman Pangan maka
berlaku ketentuan proporsional;

¢. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu
kepemilikan hak atas tanah yang merupakan Zona
Ruang Terbuka Hijau, dapat dilakukan pemindahan
lokasi Ruang Terbuka Hijau melalui keputusan atas
dasar kajian dan penilaian oleh Forum Penataan Ruang
dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang
menjadi landasan kebijakan Daerah;

d. permohonan pengajuan Pemanfaatan Ruang pada Zona
Ruang Terbuka Hijau yang bidang tanahnya belum
dikuasai oleh Pemerintah Daerah dapat diajukan
permohonannya dan pemanfaatan ruangnya dilakukan
dengan mempertimbangkan kajian dari Forum Penataan
Ruang; dan

e. terhadap bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh
Masyarakat pada seluruh Zona dapat diterbitkan hak
atas tanahnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemindahan lokasi Ruang Terbuka Hijau sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Pemanfaatan bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

dilaksanakan sesuai ketentuan.

Pasal 46
Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 huruf b memuat perangkat
Daerah untuk:
a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang
dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan
RDTR;

b. memfasilitasi...
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b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan
dengan RDTR; dan

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan
dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan
RDTR.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR

sehingga perlu didorong dan tetap dikendalikan

pengembangannya.

Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau

memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan

Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi

melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat diberikan dengan tetap menghormati hak yang

telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dan

kepada Masyarakat.

Insentif kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk :

a. pemberian kompensasi;

b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;

¢. publikasi atau promosi daerah; dan

d. penghargaan.

Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk :

pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;

pemberian kompensasi;

subsidi;

imbalan;

sewa Ruang;

urun saham;

penyediaan prasarana dan sarana;

fasilitasi persetujuan KKPR;

penghargaan; dan

publikasi atau promosi.

Disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk

pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk :

a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;

b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan

c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(10) Ketentuan...
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Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, besaran, lokasi,
dan tata cara pemberian Insentif dan Disinsentif diatur
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
TPZ

Pasal 47
TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b
berupa TPZ Lainnya yang selanjutnya di dalam peta
rencana Pola Ruang diberi kode m1.
TPZ lainnya dengan kode ml sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberlakukan untuk lahan sawah dilindungi yang
bertampalan dengan zona di luar Sub-Zona Tanaman
Pangan dengan kode P-1.
TPZ lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
TPZ lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 dan tercantum
dalam Lampiran XI.1 peta rencana TPZ.

BAB VIII
FORUM PENATAAN RUANG

Pasal 48

(1) Dalam rangka perwujudan Rencana Tata Ruang

dilakukan koordinasi Penataan Ruang dan kerja sama
Wilayah.

(2) Koordinasi dilakukan dalam rangka penyelenggaraan

Penataan Ruang secara partisipatif dan dapat dibantu
oleh Forum Penataan Ruang.

(3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang dilakukan dalam

hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait
penyelenggaraan Penataan Ruang.

(4) Pembentukan Forum Penataan Ruang ditetapkan oleh

Bupati.

(5) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, tugas,

fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB IX...
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BAB IX
PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 49

(1) Jangka waktu RDTR WP Lamongan selama 20 (dua
puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali
dalam 5 (lima) tahun.

(2) Peninjauan kembali RDTR WP Lamongan dapat
dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam S (lima) tahun
apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa :

a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan
dengan undang-undang;

¢. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan
undang-undang; dan

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
{3) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang
berimplikasi pada peninjanan kembali peraturan Bupati
tentang RDTR WP Lamongan dapat direkomendasikan
oleh Forum Penataan Ruang.
(4) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria :
a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis
dalam Peraturan Perundang-undangan,

b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital
nasional; dan

c. lokasinya berbatasan dengan Kabupaten di
sekitarnya.

(5) Terhadap kemungkinan terjadinya perubahan Zona
Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH yang berada
pada tanah aset Pemerintah Daerah untuk kepentingan
umum dapat dilaksanakan sesuai rekomendasi Forum
Penataan Ruang.

(6) Peraturan Bupati tentang RDTR WP Lamongan Tahun
2025-2045 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan

dan..,
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dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap
berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan

tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini

berlaku ketentuan :

1. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah
dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini  tetap
berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan

2. tidak diperbolchkan adanya pengembangan jenis
usaha dan lahan pada Badan Usaha/Perorangan yang
telah memiliki KKPR dan tidak sesuai dengan
ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa

izin Pemanfaatan Ruang atau konfirmasi KKPR dan

bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini,
akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan
Bupati ini; dan

. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Kketentuan

Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan
konfirmasi KKPR,

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar sectiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya  dalam  Berita Daerah  Kabupaten

Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Februari 2025

BUPATI LAMONGAN,

ttd,

Diundangkan di Lamongan YUHRONUR EFENDI
pada tanggal 10 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd.
MOH. NALIKAN
BERITA DAERAH KABu/p y: N moubm TAHUN 2025 NOMOR 17

uai dengan aslinya
" l(c}qlﬂ Bnghn Hukum,

M. Ro'is LAMPIRAN...
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T- SWP LB Blok 11D

dan Blok 1B 2
~ SWPILC Blok 1L.C1

|- SWPILE Blok ILE1

dan
- SWPILD Blok 1LB.1.

28 j?;é‘\" A7) S

- pengembangan RTH pada Zona - SWPILA Blok A2, | - Kementerian | Dinas
Transportass (TH) dan 8 Perhubungan | Perhubungan
~SWPILBR Bk LB | Provens
perundang -
.‘ - n ‘. -m'u ,. e . % e s - ¥ - :
prasasnos penungany Zona dan Mok 1LA 2 Pertahsnan .
Pertahanan dan Keamanan - SWPILC Blok RC.1 . Puirl
- Pegembangan RTH pada Zona - SWPILA Bk LA+ APEN - Keeneaiterian
Pertahanan dan Keamanan (HK) dan Blok 11.A2 Pertahanan
- SWPILC Blok B.C )  Polrl_
Sumber ; Hasd Rencana
BUPATT LAMONGAN,
ua
YUHRONUR EFENDI
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
YNtz

M. Ro'is

S AHAP T ANAL




NOMOR 16 TANUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANO
WILAYAH PERENCANAAN LAMONOAN
INDIKASI FROGRAM PEMANTAATAN RUANG FRIORITAS
k Perangkat Dasrah Pemangku
/ Lembega Daerad Kabupaten / Kota | Eepeatingan
Program Utama Lokast Susmber yeoE Puouinal: | yenguteng. | | - Setmpu ot o o] Fon s
PNadencn akan Urusan  membidang!
SR VST St g S——
Pelsyanan - SWP LA Dok LA - APBN * Kementerian | - Dinas ~ Badan Feretscansan | - BUMN
Kota WP Lamongan yang juags < APED Provinsd Pekerjaan Perumahan Pembanguan, Swmeta
mengdi baginn dari Perkotaan APBD Kabupwten | Uenum Rakyar, Penelitsan, Dan - Masyarakat
Gerbanghertosusila Sumber lain yang| - Kementerian |  Kewnsan Pengesnbangan
pemantapan fangei Pusat sah neatoa Perumahan Permukima Dasral
Pelayanan Kota/Kawasan dengan dan n dan Cigta | - Dinas Perumahan
Perkotasn ketrntusn Kawmsan Karya Kakyst, Kanmsan
pembanguran, jeagembangan, peraturan Permukiman | Provinel Permiskinsan dan
Perundang- « Kemeotenan | - Dimas Cipta Kanya
rehabilitasl dan pemaliharaan undangan Agraria dan Peiecsaan Kabupaten
dan infrastruktur peounjang Pusat - Masy aznkat Badan Maurga Kabupaten
Pelayanan Kota/Kawnsan Feruanahan Provinsi - Dirsas Parininata dan
Nastonal! Kabudaysan
dan pengelolaan Kabupsten
Tortuaka Mgau privat Hidup Kadbupaten
Sub Pusat - SWPILB Blok 182 APBD Provinsd - Dinas ~ Badan Perencananns | - BUMN
Pelsyasan Kota/Kawasan Perkotann| - SWPIL.C Bick 1.C.1, APED Kabupaten Ferumahan | Pembangunan, - Swasta
peogembangan. | - SWP LD Blok [LD.2; | - Sumber lain yang| Fakyat, Penelitian. Dar:  Masyarakat
. dan sah sesuad Kawnsan Pengembangan
rehabilitas dan pemeliharaan . BWPILE Bk ILE.1 dengan Permukima | Deesrah
sarmra, prasarana, utilitas umum ketentunn n dan Cipta | - Dinas Perumahan
dan infrastruktur penurgang Sub peraturan Kasyn Rakyst, Kewnssn
Pusat Pelayvanan Kota/ Kawsaan perundang - Prowine Permnu kiman dan
undangan « Dirsan Cipta Kanya
Mf«mmmh 'm Umum Bina | - Dinas Pekerjuan
- Dunas Pelerysan
Umum Bina Marga
Provinsi/ Kabupaten
Dinas Perbubungan




« peenantapan fangw Pusat « SWPILB Blok ILAZ;
Linglurgan Kelurahan/ Dean < SWPILC Blek 1L.C.Y;

- Pembangunan, < BWFILD Blok BD.1;
perivediaan, perimghatan, dan




~67 -

8-

| Kemesterian | Pemangku
/ Lembaga Dasrah Kabupsten / Kota | Kepenotingss
Program Utama Lokast Sumber yeng Provint yeng membidang
Tendansan yang
akan Urusan | membldang!
4l Bidang
rehabilitas: dan pemaliharan - SWPILE Blok ILE.) tergan Daerah
prasaransa, uiBtas emum Ketentunsn - Divas Perumahan
dan infrastruktur perumgang Pusst pernturan Rakyat, Kawasan
Pelsyanan Lingkungan perundang - Permukiman dan
Keburnhan/ Dosa undangan Cipta Karya
- 3 e - Sunsta Kabupaten
Ruang Terbula Hgau privat Umsirs Bine Margs
Kabupaten
- Dinas Perhubungan
Kabupsaten
Dirsas Pokoarjaon
Umum Sumbar Days
Air Kabupaten
Kabupaten
« Dirsaa Keowobuatan
Kabupaten
< Divas Sosinl
Kabupaten
+ Disss Pariwisatn dan
Kebudayaan
Kabupaten
- Divss Ungkungan
_Julan Arteri Primer
pemelibharnan Jalan Arteri Primer ~ APUN - Kementerian
wbagni jlan nasional yang Fekeryaan
mendogkatkan kooektivitas dan Umum
Jagung Supempto « WP LA pada Blok
1LA. Y dan Blok LA 2;
- SWP LS pada Blok
11.8.1 dan Blok 1LB.2;
dan
< SWF I1LC pada Blok
nc.l.
Juinn P8 Sudrman (Lamonga) -a‘:uutu.u
“Widnng/ Bedahan - Bis Kota - SWP ILB pada Blok
Lamcngan U.8.2; dan
- SWP ILC pada Blok
S 0.C.1 dan Blok IL.C 2.
Rencana pembangunan Jalan Lingkas| - 1.8 Blok - APIN - Kemeaitarian
Utars Lamengan ILB.1 dan Blok Fekenaan
- Penstapan jalan linglar utara 182 Vnum




. Kemeaterian ,
| Lembaga Daerah Kabupaten / Kota
Program Utama Lokasi Sumber L8 ot o Seoracnn o
Pendansan | yan Urusan | membidang!
: !
sebagad jalan asteri primer JAP
Primer
% ~APHD Proviowl - Dinas
rekonstruksl, rehabilitasi, Pekerjaan
:ﬁu—-mmm-z m-u
ruas |
« Bta Kota Lamongen - Bes. Kab. ~SWPILD Dok 11D Margn Dew
Mapokerso D2 AR S Y
~ Jalan Acmad Dahian “SWPILA Blok ILA. 1 Proviesd
A 'm
- Jalan Lasnongrejo ~ SWP ILA Blok ILA.Y o Provinss
< Jalan Raya Mantup Jalan Gajph SWFPILD Blok ILD.1
< Sunan Dmjad -mun&h:
dan Blok 1A 2
'%b‘u + APED Kabuapaten ~ Dinas Pekeryan
rekonstrulos, rehabilitas, Usnuen Bina Margn
pemeliharsan Jalan Lokal Primes Kabupaten
Jalan Basukd Rahmad EWP WA pada Bk
A2
- Jalan Dr. Sugirt ~SWP LA peda -:1
HAZ
< Jukan Kusuma Banges :LI;M pada
= Jalan Mastrip ~SWP 1ILC pada
B.C.1; dan
~SWP ILE pada
BLE.1;
< Jakhn Pahlawan ~SWP LA pada
0.A2
SBWP NLC pada
B.C1Y; dan
~SWP ILE pada
JLED,
« Jalan Made - Plembon “SWP ILC pada
H.C1 dan Biok ILC.
dan
<BWP ILE pads
ne)
< Jalan Made - Plosowalyu ~SWP ILC pada Iﬁ
aca
- Jakn Tun - Kiringan “EWP LB pada eui
A82
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vy

Program Utama Lokast Sumber
Mendansan
L8t
Jalan Sukarno Hatta ~BWPF LA pada
ILAZ;
~BWP 1D pada
ILD.1; dan
~SWP ILE pada
HED
« Jalan Sumargo ~BWF LA pada
(LAY, dan
~SWP HD pada
JLD2
+ Jalan Surgjoyo ~BWP ILA pada
LA}
= Jalan Sukorejo (RS -HP' np ".
- Jalen Vetmran —:n 0A pade
1
e | bupaten
Dok N.C.2 o
Jalan Lingkungan Primer
pembangunan, pelebaran, - APED Kabupeaisn
mekormtndond, rebabilitasi,
pemmalitharasn Jalan Lingkungan
- Baturono - Kamngiangst - SWP 1L.C pada Biok
« Danspit - Rancangkencono ~ SWP ILD pada 8ok
1ILD.1; dan
< SWP ILE pada Dlok
ILE. ! dan Blok
- Jatsrujo - Sidoenuicth -l%;lb#u
« Jalan Achemad Yani « SWP LA pada Blok
LA dan Dok
Jalan Andansard ~SWP ILA pada Blok
Jalwn Andanwang “SWP (1A pada Diok
TLA L dan Biok
« Jalen Dr. Wahidin S H « WP ILA pada Bick
HLA Y dan Blok
A2
| - SWP ILA pada Blok




Program Utama Lokasi
SAlAZ
Julan K H. Atumad Dahlan - SWP 1A pacda Blok

LA

Jalan K M. Hasysm Ashari - SWP ILA pada Blok
LALA2

Jalan Ki Sarmidi M.8 vaP'I.ApuhN

Jalan Kumameng | i’l.hpﬂﬂlﬁ
LA

Jalarn Kinameng (| « SWP HLA pada ok
_ILAY

Jalan Kombespol M. Duryat -ﬁ?“pﬂh“
LAY

Jalan Kyni Amin mu”m

= Jalan Lares Lirks -‘ﬂ’PI.ApthM

Jalan Merpati “ SWF LA pada Rlok

)

= Jalan Ronggotwd! ‘?I;uphu
ILA:2

Jalan Scewoko SWP LA pada Dok
1LAY

= Jalan Sunan G - SWP ILA pada Blok
1LAZ

« Jalan Sunan Kalijoge = BWI LA pada Blok

- Kebet -~ Manghkujajar SWP ILE pada Blok
1LE.] dan Blok
.

« Lopmng - Keramat « SWPILD pada liok

- Plosowadiy il - Tambakpboso -:Puphlht

« Sendangrejo - Sdomukty « SWF LD pada Biok
LD 1; dan
~SWP ILE pada ok

- Siderejo ~ Dlanggu + SWP ILB pada Blok
_net

Tanjung - Pangiatrejo ~BWP ILC pada Blok
H.C.1 dan Blok

L - HAP. TAMAP.

ﬁ-.ﬁ
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" Kementerian
/ Lembaga Duerab
Fentimsan akan Urusan  membidang!
¢ Bidang
Sekunder dan Blok 1.8.2;
« SWPIL.C Blek ILC.1
dan Biok IL.C2;
- SWPILD Blok 8Dt
dan Biok 11.D.2; dan
«- SWPILEDPKkkIED
Rene T A TR Tl Foer T
~ Pembaangus - SWP LA pada Blok APEN - Kementerian
- Lasnongan AL dan Mok 1A 2; | - KPBU (Kegasama | Pekerjaan
< SWP ILB pada Blok Pemnecietah dan Umam
8.1 dan
< SWP LD pada flok
Mok 11.D. 1

- t-nm-
Mojokerto - Lamocypsn

|- penataan, peoggantian, rebabilitas,
pemelibarnas Halle

* Halte Depan Unisla (2 wisd)

* Halta Depany QOR 2 sinl)

* Halte SMPN 2 Lamongan (2 sisl)

o::n-.mwa

o Halto Manjid Sunan Drajad (1 wisl)

« Halte SMPN 3 Lamongan (2 sbai
o Halte Apotek K24 Made (1 wii]

- BWPILC Bk I1L.C.1

- SWFILD Biok 5.D.1
dan Blok ILD.2

- BWP ILE Blck [LE 1

dan Blok 0.B.2;
< SWPILC Mok 1.C.1;
dan

« SWPILD Blok R D2.

n Provined




Program Utama

* Halte Lagangan Tugy Made (1 sini)
* Halte Lagangan Gajah Mada {2

sty
* Halte Sukcenulyo (2 sisi)
o Halte Seloolah Alam Citra Insani [2

iy
* Halte Xabet (2 wni)
© Halte Namire (2 sini)
® Halte FDAM (2 sisi)
« Halte Simpang 3 Sumargo {1 sisl)
-wwmmma
« Halte Graha lndah Tembak Boyo
@ wii)
* Halte Xnwior Pecumnas Made (1

)
* Halte Simpang 3 Soskamo Hatea
7 o)
o“lwmmmﬂ

* Halte Stasiun Lanongan (1 sisl)

© Halte Kalooik (2 sialj

* Halte Termminal Terpadu JLU dan
Hest Aren

pengembangan Jaringan Jalur
Kereta Api Antar Kota ©

< Pemantapan sistetn jaringas
kevota apt sbur Botas Semaraig-
Bajenegore-Surabaya

dan Blok ILA2
dan
dan Blok 11.C.2.

- Stasiun
SWP LB Blok

- SWP ILB Blok

- SWP LA Blok LAY
- SWP LB Bick BLB.1;
« SWPILC Blek IL.C.1

a4 -

)

5

i




Hi

/ Lembaga
Mo yang
Program Utama Lokasl Susnber
Peadansan ahom Diamns
Menyalurkan Gas Bumd dart dan Blok 11.B.2; - BUMN Energl dan
Kilarsg Perigolahan Koasumen < SWPILC Bk BC.1 | - Sumber kin Sumber
dan Dok 11.C.2; yang sah Daya
- SWPILD Blok 1LD.1; | eesunl Mineral
dan dengan
- SWPILE Mok B E1 beteaituan
dan Mok B E2. peratusan
pecundang -
undangan
— . .}
pemalibarsan Jarnngen « SWP (LA Bick ILA1 - APEN - Kesnersinrinn
Merpnlurkan Cas Bumi dasi Kilang | dan Blok 11L.A2; - IUMN Energs
Pengolahan- Komsmen < SWPILE Blok 0.B.1; | - Sumber lain Sumber Daya
<~ SWPILC Biok BC) yang sah Mirseral
dan Blok 11L.C.2; woniani
~ SWPILD Biok ILD.1 dengan
dan Blok 11.D.2; dan Ketentunn
- SWPILE Blok ILE. ). peraturan
perundang -
undangan
R
peainghatan, pengembangan dan < SWPILC Blok BC) ~ APBN - Kemeriterinn
pemelibaran jaringan Salumn dan Blok 1L.C.2; - Sumber lain Energs dan
Udara Togangan Tinggl (SUTT) ~ SWP 11D Biok 1.D.1 ynng sah Sumber
1) Lamongas - Pacian 150 m kY dan Dok 11.D.2 sevuaal Days Meneral
2) Lamorgan-fabat 150 kV S SWPREBlk LEL | dengn
3} Segoromadu - Lamoogan ketenituan
Pernturan
perundang -
TEIANERN
Jaringan Salurar - SWP LA Blek [LA.1 | - APEIN Kamentarian
Udara Tegangan Menengah (SUTM) | dan Blok ILA2; - Sumber lain Energl dan
SWP IS Blok L8t yang sah Sumber
dan Blok 11.8.2; v Daya Minera)
SWPILC Blek BC.1 Aengan
dan Blok 1L.C.2, keteatuan
- SWP 11D Bok 1LD.1 peraturan
dan Blok 11.D0.2; dan perundang -
SWP ILE Bick ILE | undangan
pengerbangan jaringan Saluran SWPILBBlck 1B.1 | - AFEN Keroertorian
Udara Tegrngan Menengah dan Blok 1182, dan | - Sumber lain Enerp dan
(SUTM) - SWP I1LC Blok 1C1 yang sah Sumbmr
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/ Lembaga Daerah Kabupaten
Program Utama Lokas! Bumber yeng '.'““
Pendenann | yen Urusas | membidang
perundanyg
undangan
~ peerlilmraan riogan Saluran - SWPILA Blok BAY - APBN Kamanteran
Udarn Tegangan Rendah (SUTH) dan Blok [1A 2, - Bumber Iain Exmegi dan
- BWP LD Bk 118 yang st Sumber
dun Biok 1.8.2; wsual Doy Mineral
- BWPILC Blek I1LC.} dengan
dan Blok ILC 2; kotentusn
« SWPILD Blok LDt peraturan
dan Blok 11.0.2; dan perundang
- BWPILE Bk ILE.1 undangan
- pengembangan jasingan Saluran - I 1; | - APBN Komanteran
Udara Tegarngan Rendah (SUTH) dan « Bumber uin Eoerg dan
- BWPILE Blok LE2 yang sah Sumber
wesual Daya Miseral
dengan
katerstaan
paTRturan
perundang-
b MDA
- pemneliharaan Gardu Induk ~ SWPNDBlokIID.2 | - APBN Kementenan
Lamongan « Sumber lain Enengs dan
yang sal Sumber
wesuai Daya Minernl
dengan
keteotuan
peTnturan
perundang
— undangan —
- pemelibaraan Gardu DWtribusi “SWPUABRKIAL | - APEN Kerserterian
dan Blok UA2,; ~ Susnber lain Energl dan
- SWPILB Bk 18.2; yang sah Sumbar
- SWPILC Blok LC senual Daya Misveral
dan Hiok D.C.2; dengan
- SWP LD Bick 1LD.¢ kntarytuan
dan Blok 1.D.2; dan Prraturan
- SWP ILE Blok ILE.1 perundang -
dan Blok 1 E
e d! : N Serat Opts ~ SWP LA Blok ILAY - APEIN Kemmersterian |- Dinas
dan Blok LA 2, - APBD Kesnunikasi | Komunikasi
- SWIF LD Blok 15 Provinasl dan Digital dan
- SWPILC Bk LC - APBD Informatiia
dan Blok 1.C.2, Kabupasen Provios

- SWPILD Blok 1D.1 | - Sumber lain
dan Biok 1.0.2; dan yang sah sesuni

- SWPILE Blok LE.1 dengan




Inatansl Pelaksana _
" Kemeoterian| Perangkat | Perangkst Daerah | Pemangku
/ Lembagn Daerah Kabupaten / Kota | Kepeatingan
Program Utama Lokas! Sumbder yang "!-l.-. yong msmbideng lalanyn
Pendomenn akan Urusan | membidang)
4 Bidang
ketentian
peraturan
perundang-
undangan
« Swasta
- pengembangan Jaringan Serat Optik! - SWP ILA Blek ILA.2, | - AFBN Kementenan |- Dinas Dinas koesunikasi « BUMN
-SWPILD Blck 1B | - APBD Komunikast | Kemunikast | dan Infoemmatika - Swasta
dan Mok 18.2; Provens! dan Digtal | dan Kabupater
- SWPHCBRkIC] « APBD Informatika
dan Blok L.C.2; Habupaten Provinsi
- SWP LD Bk 1D Sumber lakn
dan Dok [1.D.2; dan yang sah sesua
« SWPILE Biek ILE ! dengan
dan Blok LE2. katentuan
PRt
perundang -
undangan
- Swasta B
~ peesalihinraan Telepon Pued Line « SWP LA Blok LA L « APEN Kementerian |- Dines Dinan kouurikas - BUMN
dan Blok 1LA2; - AFBD Komunidcesi | Kessunikasi | dan Informatika - Sunsta
- SWPILBE Bick 1Bt Provine: dan Digital | dan Kabupmten
dan Biok 1192, ~ APBID Informatika
- SWPICBlokacC Katupaten Provins
dan Blok L.C2, -~ Sumber lain
- SWP LD Bk 11LD.1; yang sah sewuni
dan cengan
- SWPILE Blok ILE 1 kstenituan
dan Blok LE2. pernturan
perundang-
Sunsta
~ peniggantian Telepon Fioed Line - SWP LA Blok LAY « APEIN Kamnernterian |- Dinas - Danas komunost - BUMN
meryndi Jaringan Serat Optik dan Dok 11.A2; < APBD Kesnunikasi | Komunikasl | dan lnformarika -« Swanta
- SWPILB Blok LBt Provine dan Digital dan Kabupater
dan Blok 11.5.2, - APHD Informatio
- SWPILC Blok 1C1 Rabupaten Provias
dan Blok 11.C.2; - Sumber lain
« SWPILD Biek 1LD.1, yang sah sesuai
dan dengan
SWPILE Biek LE 1 ketortuan
dan Blok HE2. peratyran
perundang -
undangan
Swasta
- pengembangan. pemban gunan WP Lamongan - APEIN Kementersan |- Duan - Dimss komunikasi - BUMN
Menarn Base Tromsonswer Stofion - APOD Kooumikansi | Komunikasi | dan Informatika Swarta
- APBD Inforeaatika |




.76.
" Kementerian : X
”- Provimst ~’~ Lalnnys
yang
Program Utama Lokasd Sumber yong
Poadenen akan Urusan = membldang!
Kabupaten Provins
- Samber lain -
yang sah sewuni
demigan
betantuan
peraturan
perundang -
undangan
- Sunsta
- pengawasan, peagendalian, dan « SWP LA Bk LAY APBD - Dinas komanikas « BUMN
penertiban pembangunan serta dan Blok (LA 2, - Sumber lain dan Informatilo Sunuta
pemanfaatan Menarn Base - SWP LB Blok 1.8 1 yang sah sesuai Kabupaten
Transoeiver Station (BTS) dan Dok 1.0.2; dengnn
- SWPILCBekNC 1 lostantuan
- SWPILD Mok LD, peraturan
dan perundang
- SWPILE Blok HLE undangan
dan Blok ILE 2. _Swasta
- penetapan sona cell plan dan sona | - Selurub Blok « APBN Kesnersterian |- Dinas - Dinas komsndeas - BUMN
bebise meanra . Sumber lniny Kemnumikasi | Komunikasi | dan Informatilon - Swasta
yaig sals sesuni dan Digital | dan Kabupateo
dergan Informatika
ketentuan Provns
peraturan
penandang -
undangnan
- Suasta
- pecsbangunan, - SWPILA Blok LAY | - ~ Kemoersterian
mhabilitas:, opernai dan dan Biok 1A 2; Peicerjann
pecslitinraann Jaringas Irigast « SWPILB Blok .B.1 Umnum
Pruner dan Blok 11.8.2;
- SWPILC Mok B.C.Y
dan Blok ILC2;
» BWP ILD Blok 1.0.2;
dan
- SWPILE Blok e |
_dan Dok B.E 2
- - SWPILABRkk LA |- APED Kabupaten - Dinas Pekeciann
rehabilitas!, cperani dan dan Blok 1A 2; Urnumn Sumber Daya’
pemaliharsaan Jaringan Jarngan - SWPILB Bk B.1 Air Kabupaten
Irigasi Selcurer dan Blok 1LB.2;
~ BWPILC Blok LC1
dan Blok 0.C2;
- SWPILD Blok 1LD.}
dan Blok 1.10.2; dan
- SWPILE Blok LK.




/ Lembaga Daerah Kabupaten / Kota : 4 t -"'--:'
No Program Utama Lokast Sumber yang Provinsl yang membldang 2025 20 0% % 0 ’ D40
Pendamsan | L an | membidang!
- pembangunan, peninghatan, - SWPIHLABlkILAL, | «- APEBD - Dirsas Ketahanan
rehiabditan, operaas dan - SWP 1B Blck LBt Kabugaters Patigar dan
pemelibaraanan Jaringan Jarngsn dan Blok 1LB.2; Pertasian
Irignsd Tersier - SWPILC Blok 1.C 1 Kabupmten
dan Blok LC2,
- SWFILD Bk 1D.1;
dan
- SWPILE Blok HLE 1
dan Blok ILE 2.
B e rwujudan Ui ~ : | P P LT =4 %3 24 i |
- pembangunan, rehabiliy CBWPILABEK AL ~ AFBN - Keeneriterian = Dinas Pekerjaan
peninghkatan, normalisasl, dan Blok 1LA2; - APBD Pekerpann Umum Sumber
pemelinarnann Bangunan - SWPILC Blok 1C.1 Kobupaten Unum Daga Abr
Pengendalian Banyir dan Blok 11.C.2; Kabpasen
- SWPILD Bick ILD )
dan Blok 1L.D.2; dan
-SWPIHEBkEE!
5.3 Perwujudan Bangunan Sumberdaya Alr | BIGR PUy e T R et S s ks Sorw] oo e B =13
- SWPILC Blok | - APBD - Dinas Pekerjaan
penanghkatan, normabsast, ney; Yatuipaten Umum Sumber
Pntu Air - SWP ILD PADA Biok Deyn Al
0.D2; dan Mabugmter
- SWPILE pada Diok
B.E | dan Blok LE 2

- SWPIBBlkkRBI




-78
Kementerian
/ Lembaga Daerady Kabupsten / Xota
= Program Utama Lokast Sumber yrog ","_':." yang
Panben akas Urusan  membldang!
& Bidang
peraturan dan Cipea
perundang- Karya Provinet
undangan
- SWP LD pada Blok |- APBN - Kementerian  + Dicas Danas Perusahan
perbadican dan peenelihacown Hn2 + APBD Kabupmten: | Perumashan Perumahan Rakyat, Kewansan
Jartogan Transmisl Ale Minium « BWP [L.C pmda Blok |- Sumber lain yang | dan Kawasan | Rakyat, Prrmnukises dan
nci sah sesunl dengan | Permukiman | Kawasan Cipta Karys
Netentuan Permukiman | Kabupatss
peraturan dan Cipta
& Perwufudan Unit Distribusd T T = ERS P 5 B &r i 3 5 I | 3
- pembangunan, - SWPILA Bick 1A APBN ~ Kementerisn | Dinas - Dimes Perumahan
perbaian Jaringan Distribusi dan Blok BA2; ~ APHD Kabupaten | Perumaban Perumahan | Rakyat, Kawasan
- SWP LB Blok 181 | Sumber lain yang | dan Kawasan | Rakyat, Prrmukiman das
dan Blok DB2; salt sesuni dengan! Permukiman | Kawasan Cipta Karyn
- BWPILCBREILC!Y | kntentuan Permukiman | Kabupaten
dan Blok 1C2; peraturan dan Cipta
< SWPILD Blok 1D | perundang- Karya
dan Biok [1.D.2; dan | undangan Provinai
- SWPLEBkLE)
dun Blok LE 2
ta Alr | REE T IP Tt e il Sy s o] B T, (8 IRE S {0
- BWPHC Bk LCT |- APEN - Kementersan | Dimas
« APBD Kabupaten | Perumaban Perumahan
- Sumber lain yang | den Kewasan | Rakyat,
saki wes iz dengan Kawanan
ketentuan Permou kiman
peTaturan dan Cipta
perundang- Karya Provin
INVSAT AT
« APBN - Kenenitaciars |+ Din
~ AFBD Kabupasen| Perumahas | Perumahan
- wwasta dan Kewsnsan | Rakyat,
Permukiman
dan Cuyts




¢

,k

Pemangku
/ Lembaga Daerah Kabupaten / Kota | Kepentingan
Program Utama Lokasi Sumbder yang Provins yang membldangl Laiznys
Pendanaan yang
akan Urusan = membidangl
di Bidang .
rehabatusi, persingloatar, dan Biok A2, « APBD Provins Perumakan Perumaban Rakyat, Kawasan « Many nrakat
opersai dan pemelharnan Sub. - SWPNBBkKILB.] |- APBD Kabupaten | dan Kawasan | Rakyat, Permukiman dan
Siatern Pangolaban Setempat dan Blok 1 B2: - Swasta Fermulaman | Kawasan Cipta Karya
- SWPILC ok ILC.T | Masysrakat Permuldman | Kabupaten
dan Blok 0.C2; dan Cipta -
- BWP 11D Blok 0D, 1 Karya
dan Blok I1.D.2; dan Prowiosl Jana,
- SWP ILE Blok ILE 1 Temur
_dan Blok 8 £.2
pengsmbangan dan pemosharnann | - SWP LB Blok ILB.1. |- APHD Kabupates . Dinas Perusahan  Sunsta
Subsistem Pengelclaan Lumpur - Swasta Rakyat, Kawasan - Masynrakat
Tiega - Maxyarakat Permukiman dan
Cipa Karya
- SWPUHABRKIAL APBN - Kementerian | Dinas - Dinas Perusnahan - Sunata
dan pesseliharnan |PAL Skala dan Blok TA2; - APBD Provinai Perumatinn Perupsahan | Rakyst, Kawasan « Manynrakat
Kawasan Terterstu / Permukiman - SWPIBHokB1 |- APED Kebupaten | dan Kawasan | Rakyat, Pormukisnen dan
dan Blok 1L.B.2; - Senstn Pemukiman | Kewssan Ciga Karya
- SWPIDBRekILD 1, - Masyarakat Permukiman | Kabaupaten
dany dan Cipta .
<~ SWFILE Diok BLE.1. Karya
Provinsi Jawal
Timur
- pengembange, porm ban gurian, - SWPILA Blok (LA, |- APSN - Kamenterian | Dinas -~ Dinas Perumahan - Sanata
penyediaan [PAL Sicala Kawnanry - SWPILB Blck ILB.2; |- APBD Provinsi Perumahan | Perumahan | Sakyat, Kawasan - Masy nrajoat
Terteritu/ Permulaman - SWPILC Blck BT Am:m dan Kewasan | Rakyat, Permwukdman dan
dan Mok 1.C.2; Pormukiman | Kawasan Cipta Karyn
« SWP LD Blek ILD.1 .m Permukiman | Kabupaten
Aas Blok 11.D.2; dan dan Cipta
- SWPILE Biok 8.E.1 Knryn
dan Diok 11.E2, Provinw
-~ POnyUNpPAnAT seqnentan, < SWP LA Blok A1 |- APSD Kabupaten - Dinas Lingkungan - Swnsta
pengumpalam Sistem Pengelolean | dan Blok [1A.2; - Swasta loabu paten
Litshah Bahan Berbahaya dan - BWPLD Dok LB
Berucun (B3) dan ok (1.0.2:
-~ BWPU.D Biok LD.1
dan Blok 1.D.2; dan
- pembanguaan, I 1 |- APBD Kabupaten - Dipas Unghungan |- Swasta
petinghkatan Termpat Pengelolans - Swasta Hidup Xabupaten - Moy arniost
Bampah Reuse, Reduce, Recycie - Masyarniat




Program Utams

-ut-hlt-t.
peomgkatan Tempat Penampungan
Sementamn (TPS)

" EWP ILA Blok LA 1

- SWPILA Blok ILAY
dan Blok ILA 2,
- BWPILB bk 1B
dan Blok .2,
- BWP I1L.C Bilok IL.C.Y
dan Blok 0.C2;
- BWPILD Blok 1D}
dan Blok 1.D.2; dan
~ SWPILE Blek ILE.1
dan Blok BLE 2.

dan Blok A2,

< SWPILED ok LR
dan Blok 102,

- SWPIL.C Bick ILC.1
dan Blok BC2;

< BWPILD Blok HL.D. !
dan Blok 1.0.2 dan

- SWPILE ok ILE.1

dan Blok ILE 2

dan Blok A2,

- SWP LS Dok 111
dan Blok 0182,

- BWPILC Bk IILCH
dan Blok RC2;

- SWPILD ok NLD.Y
dan Dlok 1.0 2 dan

- SWPILE Blek LE 1

- SWPILA Blok BA1
dan Biok 1A.2;

« SWP LB Blok 18.2;

~ SWPILC Blok N.C. 1
dan Dok B.C2;

< SWPILD Blok D1
dan Blok 1.D 2 dan

-p-n-a
Blok 1,81,

Sumber
Peodansan

mpat Pesampungan Sensentarn (TP8) 00

- APBD Kabupaten
- Swamata
- Masyarakat

- APBD
- Sumber
pendanansy
lairnya

L R e T —

“APBD Kabupaten




" Kemeaterian :
/ Lemnbagn Dwerah Kabupaten / Kota
Program Utama Lokas Sumber st Provinal yong membldang
Pendansan -&
skan Urusan
pembangunan, SWP LA Blok ILA] APBD Xabupaten Badan
peeneliharsan dan perhalkan Jalur dan Blok 11.A2;
Evakuns Bencana < SWP LD Bick 11Dt Bencana Dasrah
dan Mok 1182, « Dinns Perumaban
- SWPUC Bk 1C.1 Makynt, Kawasan
dan Blok 1.C2: Permakinan dan
- SWP LD Dok 1LD.1 Cipta Karyn
dan Dok 11.D.2; dan
« SWP LE Bick ILE.} - Dinas Pemberdaysaan
Desa
- pembangunan, - SWP LA Blok LAY - Badan
peeneiharann dan perbaiion dan Bok 11L.A2; penanggulangan
Temrpat Evakuasi Sementara ~ SWP ILB Blok 11.8.2; Bencana Dasrah
~-SWPHUCBRkRC!E -~ Dinas Parumaban
dan Bick 1LC.2; Rakyat, Kawasan
~ SWP LD blok 1LD.1 Permubkaman dan
dan Blok 11.D.2; den Cipta Knsyn
- SWPILE Blek ILEY Kabupaten
dan Blok LE.2. MM‘I—J
e — Masyarakat Desa
a N - SWPHABlk A2, F A Kabupaten - Badan
pemeliharnan dan - SWPILC Bick 1C.1; peoanggulangan
Tempat Evakussl Ak dan Bencana Dasrah
- SWPUD Bkk 1.D2 - Dinas Perumaban
Rakynt, Xawasan
Purmenukiman dan
Cipta Kasyn
Kabupaten
- Dinas Pembardaynaan
masyarmkat Desa
- pembangunan, ~-BWPLADIKkRAY | - Dinas Perbubungan
pumalibaraan dan perbailon dan Blok 1LA.2, Habupaten
Jarisgan Pejalan Kaki « SWP LD Bick 1L.8.1 - Dinas Perumaban
dan Blok 11.8.2; Rakyat, Knwasan
- BWPILC Blck 11.C.Y Permmuiiman dan
dan Blok 1C2; Capta Kagyn
« SWPILD Blok LD.2, Katapaten
dan
SWPILE Biok ILE 1.
- = = o = g
rehabilitani, operasl | - SWPILA Blok BA.1 |- APBN - Kementarian - Dinas Pekorjasn
dan pemeliharaan beesdungan dan Blak [LA.2, ~ APBED Xabupaten | Pekerjsan Umum Sumber Daya
. rehabilitas, - SWP LD Biok 1.8 Umum Alr Kabupasen
|_dan Glok 1L.0.2;

L




< SWPILE Blok 1LE.1

~

RS TwB  N e
- APBD Kabupaten
- Swasta

g — . W—
/ Lombaga Daerab Kabupaten / Kota
Program Utama Lokast Sumber yang Proviasl | yeng membidsng
Nadinenn akan Uresan &
(4l Bidang
pemelibaraan tanggl sungal -« BWPILC Hiok L.C Y
© rormalisss) / restors, operass dan dan Blok B.C2;
aungad - SWP LD Blok LD
- pengawasan pemaniaatan Badan dan Blok B.D.2, dan
Air; dan - SWPILE Dk 1LE)

& : npat (P8} T a LN P goe
- Pemetapan dan pertind : - SWP LA Blok B.A.1 Dirsss Perutrahan
oo perlind ungan setempat dan Mok 1 A.2; Rakyar, Kawasan

- SWPILB Blck 11.D.) Permukinue dan
dan Blok 18.2; Cipta Karya
- SWPILC Blck 1.CY
dan Wok 1C2; Pekarjaan
« SWPILD Blok ILD.) Umam Sumber Dayn
dan Blok 11LD.2; dan Alr Kabupaten
~ SWPILE Blck 1LE 1
- penggunann lalan - SWPILA Blok ILA Y AFBD Kabupaten Dinas Perumaban
pada Zona Pertindungan Setestupat dan ok 11 A2 Radyut, Kowasan
- SWP 1D Blek 11.B. L Permuiaman dan
dan Blok [LB.2; Cipta Karyn
- SWPILCBkkNCH Kabupaten
dan Bk 1.C.2; - Dinas Pekerjaan
- SWPILD Blok LD Umum Sumber Daya
dan Dok 1.0.2; dan Air Kabapaten

Kecamatan (RTH-3)

© Masyarakat
Fengembangan Runng Terbuia Hgay,| WP Lamoogan - APRD Kabupaten
minimal 30 % meliputi 20% RTH . Swasta
Publilkc dan 10% RTH Privat dari hase - Maxysrakat
PFengembangan RTH Taman maliputs - | - SWP LA Blek TA 1 APBD Kabupaten
- Perencanaan, Pembangunan, dan Hiok NA2; F.—-
Pemalibarsan Sub-Zoma Taman Kot - SWPFILD ok 115 1 |- Masyasakst
(RTH.2) dan Blok B2
« Perencanaan, Pembangunan, « BWPIUCBRkILCI
Pemelibarman Sub-Zona Yaman dan Blok 1C2,
< SWPILD Blok 1D}




" Kemesterian Dasrah | Pemangks
! Lembaga Daerah Kabupaten / Kota | Kepentingas
Program Utama Lokasi Susuber o i youg Emiteng e i
Pendansan yang
akan Urusan | membidang!
4| Bidang
Pemeliharaan Sub-Zoaa Taman SWP LE Blek ILE 1,
Keburahan [RTH 4)
« Perencansan,
PFemeliharsan Sub-Zotwa Taman W
(RTH-5
Pemeliharann Sub Zona Tamen RT
{RTH 5}
. N « SWP LA Blok ILA.1 |- APED Kabupaten « Dinas Lingkungan - Swasts
Sab-Zona Pemakaman (KTH-7) dan Blok 11LA2; - Sunata Hidup Kabupaten < Masyaraiat
< SWPILB Blok HE.! | Masyaraios
dan Blok 1L.B.2;
« SWPIC BlokRC)
dan Blok 1L.C2,
- SWP LD Blok 1LD.1
dan Blok 11.D.2; dan
<~ SWPILE Dick BLE |
S _dan Blok ILE2.
- Parenicanaan, < SWF LA Blok 1A.T |- AMID Kabupaten - Dinas Lingkungan
peeneliharansn Sub-Zona Jakur dan Dok 11A2; 1idup Kabupaten
Hijgau (RTH-8) - SWPILBBlek B!l
dan Biok 1.8.2;
~-SWPOCBkEC]
dan Blok 11.C.2;
« SWP LD Biok LD
dan Blok 11.D 2; dan
men KTH Publik | - WP Lamongan CAFBD Kabupaten . Dinas Lingkungan |- Swasts
3,50 % pada Tahap | meladul: - Sunsta Hidup Kabupaten - Many nrabost
« Pengeenbangan RTH pada tusad - Masy arakat
asset sdan / atau tanah milik
pemmermntah
« Pengesnbacgan RTH dengan
Dbekerjanarra CSR
« Penigeenbangan RTH dengan
lakan pada buloan
Pemenahan WP Lamongan - APBD Kabupaten - Dinas Linglcusgan . Swasta
3,80 % pada Tahap I meladuk - Sunnta Hadup Kabupater - Masynrakat
- Pengembangan RTH pada tanah © Maay arakat
asnet sdan / atau tanah milik
pemerintah
» Pengemnbargas RTH dengan
bekerjasama CSR
» Pengesabangan RTH denigan
pembebasan laksan pada bulan
Pemneniuhan Xomitmen RTH Publik - WP Lamongan APUD Kabupaten « Denas Lingkungan © Swasta
3,80 " pada Tahap 11l melalus: L Hidup Kabupaten -~ Maayarakat




T~ SWP ILA Blok BA |

. - Dirw
rehabiitasi, pemwlibaraan Bacdan dan Wiok 1A2; -APBD Provinsi Peketjnan Peloerjaan Utnuam Blrw Mearys
Jalan - SWPIUB Bk ILB.! |-AMBD Kabupaten | Umum Ursurs B | Habupeses,
dan Blok (1L8.2; Mg « Dinas Perumaban
- SWPHC Blok LC 1 Prowtosl Hakynt, Kawnsan
dan Bk L.C2; Permwiloman dan
SWPILD Blek ILD.Y Cipta Karyn
dan Blck 1LD.2;
~ SWPILE Bick LE.1
=2 _dan Bok ILED.

« penyediaan, rehabilatasi dan - SWP A Blok LAY SAPEN « Kesnenterian | - Dinos Dews Pelcerjann
pemeliharaan porienglapan Badan | dan Dok 1A 2; -APBD Provinst Peleryaan Pekerjann Uenum Bew Marga
Jalan - SWPILB Blok [LB.!  |-AFED Kabupatens | Umum Umum Bim | Kabupaten

dan Blok 1L8.2; : - Dinas Perumahan
- SWPIC Dlok LC.1 Rakyat, Kawnsan
dan Mok 11.C.2; Permuloman dan
« SWP LD Blok 1L.D.1 Clpta Karva
dan Biok 1.D.2; Kabupaten
- SWPILE Blok D E
dan Dok I1EQ.

« pembangunan, rebabilitasl dan - SWP LA DKk LA1 -APDN « Kemoanterian | - Diwew Dwwws Peloarjaan
pemelharaan prasarana Badan dan Blok ULA2; -APHD Provinst Pekcerjaan Pekeryaan Urnnim Biow Marga.
Jalan - SWPILB Blek [LB.1 | APED Kabupaten | Ummam Umum B | Kabopesen

dan Blok 1.8.2; Moegn « Dinses Perumahan
- SWPILC ok LCH Frovesd Rakyat, Kawasan
dan Mok 1C2; Permukiman dan




|

" Kementerian
I Lembaga Daerah Kabupaten / Kota
Program Utama Lokasi Susmber yang ": yung
Hom— akan Urusan = membidang!
4l Bidang
+ SWPILD Blck ILD.) Cipta Karya
dan Blok 11D 2; Yabupaten
- SWPILE Blok e
~San Plok 1183,
- pengembangan penghgauan seiotar | - SWP LA Dok A1 | -APEN » Kememterian | - Dews « Dewa Poloatjaan
Badan Jalan dan Blok 11A2; *APBD Proveast Pelcerjaan Pekerjann Usnuen Bl Marga
- SWPIBBkkLB! |-APBD Kabupaten | Umum Urnem Hew | Kabuguden
dan Blok 1.8.2, Meagn « Denas Perumahan
- BWPILC Wik 1LC.5 Provies Rakyat, Kawasas
dan Blok 8.C2; Permukioen dan
+ SWPILD Blok 1.D.} Cipta Karya
dan Blok 1L.D 2, Kabupaten
< BWPILE Mok LED
- peningkatan « SWPIBBkkILB |- APBN - Kementersan | Dinas - Diran Ketahanan
produktivitas Sub-Zona Tanaman dan Blok ILB2; dan |- APDD Provine Pertanian Pertanian Pangan dan Pertanian
Pangan (#-1) - SWPILE Blck 1.E2 | APBD Kabupaten dan Kabupaten
Ketahanan
Pangan
Provinal
dan Petigendaan <~ SWPILB Blok LB |  APBN - Kementersan | Dinas - Dinan Ketabanan
KP28/LP28 dan Blok [1B.2; dan |- APRD Proviesd Partanian Portasian Pangan dan Pertanian
< SWPILE Bick LE2 APBD Kabupaten dan Kabapaten
Ketahanan
Pangan
= b Provinel :
» Penetapan dan Fengeodalinn LSD - WP Lamongan i~ APBN - Kemeniterian | Dinss - Dinas Ketahanan
- APBD Provinsi Pertasian ‘l::auhn Pangan dan Pectandan
APED haba
Kabupaten
Pangan
Provins
< penywdinaz dan pangem Bangan = WP Lamongan -« APEN Kementerian |+ Dinas - Danas Ketahanan
marans, prasarana untuk < AFED Provine Pertasian Pertanian Pargan dan Pertanian
produlost - APEID Kabupaten dan Kabupater,
produktivitas Sub-Zona Tanaman Ketahaman
Pangan (P-1) Pangan
« peninglotan produksi Sub-Zooa - SWPILD Blok 5.D.1, |- APHD Kabupaten - Dinas Peternakan dan
Poternakan (P-4} dan Kesshatan Hewan
S EWPILE Mok ILED, _Kabugater.
- panyediann dan pengembangan - SWPILD Biok BD.1: |- AFBD Kabupaten - Dirsan Potarnadon dan
sArana, prasarana untuk dan Kesshatan Hewan
meodngkatian produlon Sub Zeos | - SWPILE Blek ILE.2. Katrpaten




Kementerian
/ Lembaga
Program Utama Lokas! Bumber yung
W s =l - - R S .
i peoduiol TSWP LS Blok NB2 | AMRD
pemnanaran hasil perilanan Kabupaten
- warana dan - SWPIHB Nk HAZ |+ APBD
peasnruna pendukung periarnan Kabupaten
- peningkatan, pengsmbangan - Lo D2 | APBN " - Kamentsriag » BUMN
Zona Pembanglatan - Sumber lain yang | Enengl dan - Swasta
Teragn Lincrik (PTL) waly pevtand dengan | Sumber Daya
kotertuan Mineral
peraturan
perundang -
undangan
[ Swasta_
mmw - SWPILD Blok 1LD2 | APEN - Kemeotnrisn BUMN
Tenaga Listrik (FTL) - Sumber lain yang | Enengi dan Sunsta
sah sesuni dengan | Sumber Daya
Toetentunn Mineral
peraturan
perundang -
undangan
-
o TG e e e 2
« Peogembangan, pembangunan den | - SWP LA Bick I1L.A 2, rnnom.n— - Dinas Perindustran |- Suasta
pengelolaan Zors Kawasan « BWPILD Blek 1B2; - Seasta dan Perdagangan
Peruntuban Industri (KM) yang dan absipaten
Deremseen - SUPLODLREDS.
- Petgembangan, pembasygunan « SWF LA Bk A2, |+ APBD Kabupaten L Dinas Perindustraan |- Seasta
prasarana dan sarana peadukung |- SWPILD Dok 182, - Swasta dan Perdagangan
Zona Kawssan dan Kabupaten
KPY . IL npa
- peogembargan sentra-eentra - WP Lamongan ~ APEN - Kemnentarian  + Dines L Dinas Perindustrian |- Swasts
ind ustrd -~ APBD Proviosl Perind ustrian W.mm
- APFBD Kebupasen Katupaten
- Suasta Perdagungan
Provinw
« peenberdayaan industri kecil dan WP Lamongnn - APEN - Kemenitarian |+ Dises - Dinas Perindustrian |- Swaata
~ APRD Kabupaten dan Kabupaten
. Swasta Perdagangan
Provinm
-mwmwiTww ~ AMBD Kabupaten . Dinas Perindustrian |« Swasta
- Sunsta dan Perdagangan




Kementerian |
/ Lembaga
Program Utama Lokasl Sumber yeng
Pendanaan alhies Orases
4l Bidang
L RIRR ey ST ISR SIS oA I TGS ) Y B B
Perwujudas rumahan Kepadaten Tingg (-2 =~~~ = =
. Perumahan - SWPHLABRK LA | AFBN - Kementerian
Kepadatan Tinggs (R2) dan Blok 1A 2; - APBD Proviass Perumahan
- SWPILB Bick ILB.1, |- APBD Kabupaten | dan Kawasan
- SWPILC Blck 51.C.1; |- Swnsta mﬁﬂb
- SWP LD Blok 1LD.2; |- Masyaraiat e
dan Agrasia Dan
- SWPIRLE Bk ILE ), Tata
Ruang/Badan
Pertasaban
Nasiona)
- pesnbangunan, peoingkatan, ~ SWP LA BlK LAY | APBD Provissl
peenelharnan prasarana, sarmns dan Blok 1A 2, ~ AFED Kabupaten
dan utilitas umum (PSU); - SWPILD Mok BB.1; | Swasta
- SWPIILC Blok BC.1; - Masyarakas
« SWPILD Blok 11LD.2,
dan
- SWPILE Biok RLE 1
- panataan dan peningkatan kualitas | - SWP ILA Blok BA.1 |- APBN
Sumuh dan Blok B.A2, - APED Kabupaten
~ WP ILD Dick 1.B.1;
- BWPILC Biek I1L.C. 1,
- SWPILD Bk LD .2,
dan
+ SWPILE Bick ILE.}.
- pangembangan Ruang Terbuka ~ SWP A Blok LAl |- APBD Xabupatsn
Hgau dengan laas paling sedikit dan Blok ILA2; - Swasta
30% (tign puluh pereen) dengan | - SWP 118 Blok 1L8.1; |- Masywraiat

FAMAP. TAMHAP.

bl




B R e
& yang Provins 'm-ld’h. Lainnys
Program Utama Lokasl x yeag
akan Urusan | membidangl
rincian 20% ua puluh persen) SWPILC Bk 0C) Rakyat, Kawasan
Ruang Terbulka Hgau publik dan | - SWP 1.0 Biok LD 2: Permulbienen dan
10% {sepululy persen) Ruang dan Cipta Kasyn
Terbuka H) ] - SWPILE Bick ILE.§, —

O SRR 5 o T R et s = N s A G TR | T e N e S N T T T
permbangunan : - SWPILBBkkILB.1, |- APBN « Kementerian |- Dinas - Dinas Perumahan Swasta
Vapaciatan Sedang (B3 - SWPILC Bick 11.C.1 |- APBD Provnm Parumahan Perumahan | Rakyat, Kawasan My asaboat

dan Blok 1C.2; « APBD Kabupaten | dan Kawasan | Rakyat, Permouiciman dan

SBWPHDBlkIID! | Swasta Permukionan | Kawasan Cipta Karyn

dan Blok [LD.2; dan | Masyarakat - Kementerian | Pemukiman | Kabupaten

- SWPILE Blok ILE.! Agaria Dan | dan Cipea

don Dok HE2 Tata Karyn

Suang/Badan | Provinsi

Pertanakan

Nasyonal
- pembangunan, peningkatan, - SWPILE Bick 1LB.1; |- APSD Provinel - Dnas - Dinas Porumakan - BUMD
pemeliharaan prasarana, sarana - SWPILC Bk ILC,1 |- APBD Kabugpsten Pekerjann Ralyne, Eawasan - Swanta
dan utilitas wmum (PSUL dan Blok I1C.2; - Sumber Min yang Umum Bina | Permukiman dan « Masyasaloat

- SWPILD Blok ILD.1 | sah sewusd dengan Marga Cipta Kasyn

dan Dok 1.D.2; dan | ketentizan Provinsi Kabugaten

- BWPIHEBKKIE! porsturan - Dirsan Perbubungan

dan Blok DE2. perundang- Kabupaten

undangan - Digvas Peloerjnan
- Swaata Umasitmn Bina Marge
~ Dirvss Pekoerjann
Umims Sumber Dayw
Alr Kabupaten
- Ditsas Peosdidiioan
Kabugatan
- Dioas Kesebatan
Kabupaten
- Dirses Sowlal
Kabupater
- Disss Partwisata dan
Kebudayaan
Kabupaten
- Dissas Linghungan
Hidup Kabupaten
- pangembangan Ruang Terbuka - SWPILS Bk IL5.1; |- APFBD Kabupater - Ditsss Linghkungan - Bwasta
Hijau dengan luas paling sedikit « SWPILC Blok IL.C.1 |- Swasta Hidup Kabugaten - Masysrwkont
30% (tiga pulith persen) dengan dan Blok HC2; - My nrwiont - Dinas Parumakan
rincian 20% (dua pubuh persen) - SWPILD Blok B D¢ Rakoynt, Kawasan
Ruang Terbukn Hijau publik dan dan Blok 0.0.2; dan Permukiman dan
10% (sepuluh persen| Ruang - SWPILE Blek [LE ) Cipta Karyn
Terbulo Hiau dan Blok ILE 2 bupater
AT Per 5 1 : " P  (SPU)y : 1 . = i i NI=RNT s e O S5k BYRE < . 7 | ¥ $
VAR T T T TN AT T TR ST TN T A e e R T SR LS L e R et | W e e e T ey



_i;-ndn
Program Utama Lokasi Samber yeng wlll
Bilenin akan Urusan | membidang!
- penban guTAn, pengembangan, cEWPLABRKILAL | APBN - Kementarian |- Dinas
penyedisan, peningkatan, dan Blok 1LA2; APED Provinm Pendadikan Peodsdikan
rehabilitas: dan pemeliharman - SWP LD Blok 11L.B.1 AFBD Kabupaten | Dasar dan Provinsi
Sab-Zona Sarana Pelayanan dan Dok 110.2; - Souata Menengah
Unmumn Sicala Kota (SPU.1) CEWPILC Blok BC.1; |- Masywrnicse - Kementertar:
- SWP LD Blok LD} Pendalihan
dan Bok 11 D.2; dan Tisggl, Saine,
- SWPILE Blek 1ILE 1 Teknolog)

dan Blok BA2; f'.-“

< SWPILD Blok HB.1, |- Masyarakat
- SWPILC Dok
R.C1dan Biok 11 C2,

< SWPNDBokND 1
dan Blok I1.D.2; dan

. . 1 i - i I I ) : £
as Das Jass Skals Kota (K-1) R W o ST e T R Sl e S ™ S <-4 (LT B =+ S
an Jasa Ko PR St et~ e G PRI, i o T S - (S

¥
. -

-
i



Program Utsina Lokasl Bumber
Pendansan
« pembangunan, pengembangan, - SWPLABKK BAL + AFBD Kabupsten
dan ok ILA.2; - Swasta
rehabiltasi dan pamelibaraan « SWPILB Bick 11D
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa dan Biok [LB2;
Skala Kota (K-1) - SWPILC Bok 1.1
dan Blok HC2;
- SWPILD Blek BLD.1
dan Blok I1.D.2; dan
- SWPILE Dick LE ).
~ peogembangan kaxwasan - SWPILA Sk 1Al | APBD Kabupaten
perdagangan dan jasa yang dan Blok UA2; - Sunsta
wrpadu dan dilengkapi sarana - BWPILB Blok 1LB.1
AN DIAsAra Umam dan Blok 1.8.2;
- SWPILC Blok 1.C.Y
dan Blok 1.C2;
- SWPILD Biok 1.D.1
dan Siok 11.0.2; dan
- 1.

- usstuk « SWP LA Blok ILAY AFPBD Kabupaten
pecdiagang kaks ana yang dan Blok A2, - Sunata
torintegrasi kawssan - SWP LY Biok L.
perdagangpan dan jasa dan Blok 1.0.2;

- SWPIC Bk BC
dan Blok 11.C.2;
- SWPUD Blck LD

dan .ul U-DQ. dan

- SWPILE Bk BLE ),

- ﬂ'll.&lbkul

- Swasta
- SWPILABlok BA2 | APED Kabupaten
- BWPILE Blck ILE. ). | Swasta

dan Blok 1LA.2 - Swasta

« SWPILC Biek ILC2 | Masysrakut

- SWPILD Blok B D.2
SWP ILA Biok BA.1  F APRD Kabupaten
dan Blok BA2 2




-9 -

/ Lambaga Dasrah
~ Program Utama Lokas Bamber yung Provinat yeng
mmmm -~ SWPILC Bick ILC.2  + Masyarakst Kabupaten
mm - BWPILD -
~ penyediaan ruang untuk “SWPUABKKILAL  APBD Kabupaten - Dinas Perindustrian
pedagang kaki lima yang dan Biok ILA2 3 dan Perdagangan
terintegras) dengan knwasan - SWPOC Bick 802 | Masyarakat Kabupaten

» B AR

- SWP 11D Blok ILD

4

- SWPILA Blok [LA.L
dan Slok ILA2;
< SWFLB Bk 5B2
- SWPHICBlokRC1

dan Blok 11.C2
< SWP LD Blok ILD.3

dan Blok 1L.D.2
- SWPILE Blok LE.1
nE2

- APED Kabupaten
- Sunsta

ooy s
VD T b s S W

EEmP S S, AT

< SWIILA Biok 1A 1
dan Mok ILA2;

- SWP LB Bk 1B2

- SWPILC Bilok 1.C.1
dan Blok NC2

« SWPILD Blck LD, !
dan Biok 1L.D2

- SWPLE ok LE.1

- APDD Kabaupaten

- SWPILA Blck LAY
dan Riok ILA2;

- SWPILB Blok 1LB.2

« SWPILC Blek I1L.C.1
dan Blok 1C2

~ SWPILD Blok D1
dan Blok D2

ll'n.llntll.t

shan Al Limbah (P

mnomnu

- APHD Kabupaten




/ Lembaga Kabupaten / Kota = Kepentingan
» Program Utama Lokast Bumber L i -
Peudumesn akan Urusas
D = S G S L) Sy ZLVE P Y -O\ﬂ-@—; TR a4
. - SWP LD Dok 11.0.1 | Swasta [ Swasta
petbaikan Sub-Zena Pergudangan dan Blok .82
PL-8) . SWP ILC Blok 1L.C.1
- K
« pembaniguosn, -~ SWPHLA Dok DA T F APBD Xabupaten + Dimas Lingkungan - Desa/
peninghatan Zoos Pangelolaan dan Mok LA2; dan | Bumdes Hidup Katugaten Kedurnhan
Persapahan (PP . SWPILE Biok ILE.}. | Swasta  Swasta
A - Masyarniont
~ pembangunan, pengembangan, « SWP LA Blok LA2: |- AFBN - Kementertan |- Dinas - BUMN
mbabilitas) dan pemeliharman Zoos | dan - APBD Proviowi Ferhubungan | Perhubungans
Transportast (TR) - SWPILH Blok ILB.1. |- Sumber lain yang Provinel
sah sesunl dengan
eterituan
perntursn
peruivdang -
utsdangan
- petigembangan RTH pada Zota - SWP LA Dk LAZ; |- APDN - Kementecian | Dinas - BUMN
Tranaportass (TR) San -~ APBD Proviensl Perhubungan | Perhubungan
- SWPILB Blok LB.1. |- Sumber lain yang Provins
sah sesual dengan
Emtanituan
peraturan
perandang -
- samna « SWPILA Blok ILAY APEN - Kemneorinrinn
PTRRAIRIA POTMINGATIK dan Blok A2 Pertahanan
Pertahanan dan Keamanan [HK) . - Polrt
« Pengeenbangen FTH - SWPILA Bick A1 - APEN - Karmnentarian
Pertahanan dan Keamanar dan Blok HA2 Pertabanan
- SWPILC Blok I.C. 1  Polr
Sumber : Mask Rencara
_

M
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LAMPEAN IX  PENATURAN BUPFAT) LAMONCOAN
NOMOH 6 TAMUN 228
TENTANG
WENCANA DETAIL TATA MUANG
WILATAH FENENCANAMMN LAMONCAN
TAHLUK 2035 3043
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LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 16 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN LAMONGAN
TAHUN 2025-2045

INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

PERENCANAAN LAMONGAN

‘No|  Zona/Sub Zona entuw
A | Zona
1 | Zona Badan Air BA
- Sub-Zona Badar: Air 1BA - - -
2 | Perlindungan Setempat s
- _Sub-Zona Perlindungan Setempat PS 30% 0,30 60% 30% -
3 | Zona Ruang Terbuka Hijau RTH
- Sub-Zona Taman Kota RTH-2 10% 0,20 85% 10% -
- Sub-Zona Taman Kecamatan RTH-3 10% 0,10 80% 10% -
- Sub-Zona Taman Kelurahan RTH-4 10% 0,10 7! 10% .
- Sub Zona Taman RW RTH-5 10% 0,10 60% 10% -
- Sub Zona Taman RT RTH-6 10% 0,10 50% 10% -
- Sub-Zona Pemakaman RTH-7 10% 0,10 70% 10% -
- Sub-Zona Jalur Hijau RTH-8 - - 70% . .
B | Zona Budidaya
1 | Zona Badan Jalan BJ
- Sub Zona Badan Jalan 13 - = .




197 -

WP

3 “.;‘: » ':-'.' YO ! e~ AN
2 | Zona Pertanian
- _Sub-Zona Tanaman Pangan 0,10 10% 10% .
- Sub-Zona Peternakan 0,40 30% 40% -
3 | - Zona Perikanan
- Sub Zona Perikanan Budidaya 0,40 10% 10% -
4 | Zona Pembangkiten Tenaga Listrik
- _Sub-Zona Pembangk tan Tenaga Listrik - - 3 -
§ | Kawasan Peruntukan Industri
- Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri 2.4 20% 60% -
6 | Zona Perumahan
- _Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi 3 10% 80% 61) m2
- Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedan R-3 70% 7 10% 70% 60 m2
7 | Zona Sarsna Pelayanan Umum SPU
. ﬁ:&Zona Sarana Pelayaran Umum Skala SPU-1 60% 12 10% 60% -
- Sub-Zona Sarana Pelayaran Umum Skala SPU-2 70% 7 10% 70%
Kecamatan
- Sub-Zona Sarana Pelayaran Umum Skala
aksakian SPU-3 80% + 10% 80%
- Sub-Zona Sarana Pelavaran Umum Skala .
RW SPU-4 80% 1,6 10% 80%
8 | Zona Perdagangan dan Jasa K
- :::;—Zona Perdagangan dan Jasa Skala K-1 60% 12 10% 60% -
- Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skals K-2 70% 7 10% 20% -




_ ot S A Zoma | Maksimal Min} f-!; !' x!- :~!-..-,! s.;t __Min:mal
- gtavt:;Zona Perdagangan dan Jasa Skala K-3 80% 4 10% 80% .
9 | Zona Perkan KT
- Sub Zona Perkantoran KT 60% o 10% 60% -
10 | Zona Peruntukan Lainnya PL
- Sub-Zona Irstalasi Pengolahan Air : ; .
Minum (IPAM) PL-3 60% 2 20% 60%
- Sub Zona Instalesi Pengolahan Air 3 .
Limbah (IPAL) PL-4 60% 2 20% 60%
- _Sub Zona Pergudangan PL-6 60% 3 20% 60% -
11 | Zona Pengelolaan Persampahan rP
- _Sub-Zona Pengelolaan Persam pahan PP 0% 0.4 20% 40% -
12 | Zona rtasi TR
- Sub-Zona Transportesi TR 60% 1,2 10% 60% -
13 | Pertahanan dan Keamanan HK
- _Sub-Zona Pertabanan dan Keamanan HK 60% 1,8 10% 60% -

BUPATI LAMONGAN,
ted

Salinan sesuai dengan eslinga  YUHRONUR EFENDI
Kepala Bagian Hukum,

Ve

M. Ro'is
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PERATURAN BUFPATI LAMONGAN
NOMOR : 16 TAHUN 2025

TENTANG

FENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAE PERENCANAAN LAMONGAN
TAHUN 2025-2045

KETENTUAN TATA BANGUNAN WILAYAH PERENCANAAN LAMONGAN

L

Zons Badan Air

Sub-Zonga Bacan Air

Zons Perlindungan
Setempat

Sub-Zona
Perlindungan
Setempat

Z | &5

Zonas Ruang
Terbuka Hijau

Sub-Zong Taman
Kota

RTH-2

Sub-Zona Taman
Kecamaten

RTH-3




- b-Zona, mn %

RTH-4

-150 -

Kol . . £ 3
Sub Zona Taman RW RTH-5 - = . =
Sub Zona Taman RET RTH-6 - = . 2
Sub-Zone
Pemal RTH-7 - - - -
Sub-Zone Jalur

jjau v RTH-8 - - - -

B ._'tmar. B ]A!!. =

1 | Zons Badan Jalan BJ
Sub Zona Badan BJ E . 3 )
Jalan

2 | Zons Pertaninn P
Sub-Zong Tanaman P-1 z . = B
Sub-Zona
Pet ! P-4 - - - -

3 | Zona Perikanan 1K
Sub Zona Perikanen IK-2 . [ : )
Zons Pembangkitan

4 Listrik 1L
Sub-Zonsa
Pembang <itan FTL 13,5 85 S5 3
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Sub-Zona Kawasan
Peruntukan Industri

13,5

8.5

5.5

Zong Perumahan

JE

- Sub-Zona
Perumahan
Kepadatan Tinggi

R-2

13,5

85

5.5

- Sub-Zona
Perumahan
Kepadatan Sedang

R-3

13,5

8.5

5.5

Zona Sarana
Pelavanan Umum

Sub-Zona Sarana
Pelayanan Umum
Skala Kota

13,5

8.5

5.5

Sub-Zona Sarana

Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

13,5

8.5

5.5

Sub-Zona Sarana

Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

13,5

8.5

5.5

Sub-Zona Sarana
Pelayanan Umum
Skala RW

SFU-4

13,5

8.5

5.5

Tampilan

mengikuti
kearifan
lokal kab
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13,5

8.5

5.5

K-2

135

8.5

5.5

K-3

13,5

8.5

55

KT

13,5

8.5

5.5

10

13,5

8.5

5.5

13,5

85

5.5

13,5

85

5.5

11

138




Pengelolaan PP 8.5 55 3 2 - - -
Persampahan
12 | Zona TR
Sub-Zona TR 13,5 8.5 55 3 2 ; : .
Zona Pertahanan
13 dan Keamanan nx
Sub-Zona 13,5
Pertahanan dan HK 8.5 5.5 3 2 - - .
Keamanan
BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

M. Ro'is
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-154 -

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 16 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN LAMONGAN
TAHUN 2025-2045

KETENTUAN PARASARANA DAN SARANA MINIMAL

BA
BA

Sub Zona Badan Air

- Jalur pejalan kaki

- Ruang Terbuka
Hijau

- Utilitas Perkotaan

- Prasarana
ingkun

- Fasilitas Pendukung

- Prasarana penunjang pengelolaan Badan
Air

Retanpes

33

Sub Zona Pcrliﬁdungm Setempat

- Jalur pejalan kaki

- Ruang Terbuka
Hijau

- Utilitas Perkotaan

- Prasarana
Lingkungan
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- Fasilitas Pendukung

- akses/jalan inspeksi
Sub Zona Taman Kota RTH-2 | - Jalur pejalan kaki - Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas
pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur
pemandu dan ramp bagi penyandang
disabilitas
- Ruang Terbuka - sesuai pengaturan KDH
Hijau
- Utilitas Perkotaan - Jaringan listrik
- Jaringan air minum
- Jaringan teleckomunikasi
- Hidran umum
- Prasarana - Jaringan drainase
Lingkungan - Tempat sampah
- Lahan
- Toilet umum
- Fasilitas Pendukung | - Area bermain, jogging track, panggung
terbuka, bangku taman, area kuliner,
papan informasi, mushola
Sub Zona Taman Kecamatan RTH-3 | - Jalur pejalan kaki - Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas
pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur
pemandu dan ramp bagi penyandang
disabilitas
- Ruang Terbuka - sesuai pengaturan KDH
Hijau
- Utilitas Perkotaan - Jaringan listrik
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- Jaringan air minum
- Jaringan telekomunikasi
- Hidran umum

« Jaringan drainase
- Tempat sampah

- Lahan parkir

- Toilet umum

- Fasilitas Pendukung

- Area bermain, jogging track, bangku
taman, area kuliner, papan informasi,
mushola

Sub Zona Taman Kelurahan

RTH-4

- Jalur pejalan kaki

- Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas
pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur
pemandu dan ramp bagi penyandang
disabilitas

- Ruang Terbuka
Hijau

- sesuai pengaturan KDH

- Utilitas Perkotaan

- Jaringan listrik

- Jaringan air minum

- Jaringan telekomunikasi
- Hidran umum

Lingkungan

- Jaringan drainase
- Tempat sampah

- Lahan

- Toilet umum

- Fasilitas Pendukung

- Area bermain, jogging track, bangku
taman

Sub Zona Taman RW

RTH-5

- Jalur pejalan kaki

- Jalur pejalana kaki
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- Ruang Terbuka - sesuai pengaturan KDH
u
- Utilitas Perkotaan - Jaringan listrik
- Prasarana - Jaringan drainase
i - Terpat sampah
- Fasilitas Pendukung | - Area bermain, jogging track, bangku
taman
Sub Zona Taman RT RTH-6 |- Jalur pejalan kaki - Jalur pejalana kaki
- Ruang Terbuka - sesuai pengaturan KDH
Hijau
- Utilitas Perkotaan - Jaringan listrik
- Prasarana - Jaringan drainase
Lingkungan - Tempat sampah
- Fasilitas Pendukung | - Area bermain, jogging track, bangku
taman
Sub Zona Pemakaman RTH-7 | - Jalur pejalan kaki - Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas
pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur
pemandu dan ramp bagi penyandang
disabilitas
- Ruang Terbuka + sesuai pengaturan KDH
| Hijau
- Utilitas Perkotaan - Jaringan listrik
- Jaringan air minum
- Jaringan telekomunikasi
- Hidran umum
- Prasarana - Jaringan drainase
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Lingkungan - Tempat sampah
- Lahan parkir
- Toilet umum
- Fasilitas Pendukung | - papan informasi, mushola/tempat ibadah
lain, kantor pengelola, tempat keranda

Sub Zona Jalur Hijau RTH-8 |- Jalur pejalan kaki - Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas
pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur
pemandu dan ramp bagi penyandang
disabilitas

- Ruang Terbuka - sesuai pengaturan KDH
Hijau
- Utilitas Perkotaan - Jaringan listrik
« Jaringan air minum
- Jaringan telekomunikasi
- Hidran umum
- Prasarana - Jaringan drainase
Lingkungan - Tempat sampah
- Fasilitas Pendukung | -

Sub Zona Badan Jalan BJ - Jalur pejalan kaki - Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas
pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur
pemandu dan ramp bagi penyandang
disabilitas

- Ruang Terbuka - sesuai pengaturan KDH
Hijau
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- Utilitas Perkotaan - Jaringan listrik
- Jaringan air minum
- Jaringan telekomunikasi
- Hidran umum
- Prasarana - Jaringan drainase
Lingkungan - Tempat sampah
- Fasilitas Pendukung | - rambu rambu lalu lintas, halte
Zona Pertanian P _
Sub Zona Tanaman Pangan P-1 - Jalur pejalan kaki - Jalan setapak antar pematang
- Ruang Terbuka - sesuai pengaturan KDH
Hijau
- Utilitas Perkotaan - Jaringan listrik
- Jaringan air minum
- Jaringan telekomunikasi
- Jalan usaha tani
- Prasarana - Jaringan drainase
Lingkungan - Jaringan irigasi
- Tempat sampah
- Fasilitas Pendukung | - gudang penvimpanan pompa air, gubuk
tempat istirahat petani
Sub Zona Peternakan P-4 - Jalur pejalan kaki - Jalan setapak antar zona peternakan
- Ruang Terbuka - sesuai pengaturan KDH
Hijau
- Utilitas Perkotaan - Jaringan listrik

- Jaringan air minum




Sub Zona Perikanan Budidaya IK-2 - Jalur pejalan kaki - Jalan sctapak antar zona perikanan
- Ruang Terbuka sesuai pengaturan KDH
Hijau
- Utilitas Perkotaan - Jaringan listrik
- Jaringan air minum
Jaringan telekomunikasi
- Prasarana - Jaringan drainase
Lingkungan - Tempat sampah
- Tempat pengolahan limbah
- Fasilitas Pendukung | - Pos penjaga, mushola
Sub Zona Pembangkitan Tenaga Listrik PTL - Jalur pejalan kaki - Jalur pejalan kaki
- Ruang Terbuka - sesuai pengaturan KDH
Hijau
- Utilitas Perkotaan - Jaringan listrik
- Jaringan air minum
- Jaringan telekomunikasi

- Hidran umum
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- Jaringan drainase

- Fasilitas Pendukung | - Pos penjaga, kantor pengelola, mushola
Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri KPI - Jalur pejalan kaki - Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas
pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur
pemandu dan ramp bagi penyandang
disabilitas
- Ruang Terbuka - sesuai pengaturan KDH
Hijau
- Utilitas Perkotaan - Jaringan listrik
- Jaringan air minum
- Jaringan telekomunikasi
- Hidran umum
- Jalan Lokal
- Prasarana - Jaringan drainase
Lingkungan - Tempat sampah
- prasarana pembuangan limbah
- toilet
- parkir
- area bongkar muat
- Fasilitas Pendukung | - Pos jaga, pos Keschatan,

mushola/tempat ibadah lain
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Zona Perumahaan R
Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi R-2 - Jalur pejalan kaki - Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas
pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur
pemandu dan ramp bagi penyandang
disabilitas
- Ruang Terbuka - sesuai pengaturan KDH
Hijau
- Utilitas Perkotaan - Jaringan listrik
- Jaringan air minum
- Jaringan telekomunikasi
+ Hidran umum
- Jalan lingkungan minimal 6 meter
- Prasarana - Jaringan drainase
Lingkungan - Tempat sampah
- prasarana pembuangan limbah domestic
- Menyediakan makam 2 % dari luas lahan
- Fasilitas Pendukung | - Pos jaga, balai pertemuan,
mushola/tempat ibadah lain
Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang R-3 - Jalur pejalan kaki - Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas
pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur
pemandu dan ramp bagi penyandang
disabilitas
- Ruang Terbuka - sesuai pengaturan KDH
Hijau
- Utilitas Perkotaan - Jaringan listrik
- Jaringan air minum

- Jaringan telekomunikasi




- Hidran umum

- Jalan lingkungan minimal 6 meter
- Prasarana - Jaringan drainase
Lingkungan - Tempat sampah
pmaarana pembuangan limbah domestic
Menyediakan makam 2 % dari luas lahan |
- Fasilitas Pendukung Pbsm balai pertemuan,
mushola/tempat ibadah lain
Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota SPU-1 | - Jalur pejalan kaki - Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas
pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur
pemandu dan ramp bagi penyandang
disabilitas
- Ruang Terbuka - sesuai pengaturan KDH
Hijau
- Utilitas Perkotaan - Jaringan listrik
- Jaringan air minum
- Jaringan telekomunikasi
- Hidran umum
- Prasarana - Jaringan drainase
Lingkungan - Tempat sampah
- prasarana pembuangan limbah domestik
- Toilet
- Parkir
- Fasilitas Pendukung | - Pos - jaga, mushola/tempat ibadah lain




Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala

- 164 -

- Jalur pejalan kaki

- Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas
Kecamatan pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur
pemandu dan ramp bagi penyandang
disabilitas
- Ruang Terbuka - sesuai pengaturan KDH
Hijau
- Utilitas Perkotaan - Jaringan listrik
- Jaringan air minum
- Jaringan telekomunikasi
- Hidran umum
- Prasarana - Jaringan drainase
Lingkungan - Tempat sampah
- prasarana pembuangan limbah domestik
- Toilet
- Parkir
- Fasilitas Pendukung | - Pos jaga, mushola/tempat ibadah lain
Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala SPU-3 | - Jalur pejalan kaki - Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas
Kelurahan pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur
pemandu dan ramp bagi penyandang
disabilitas
- Ruang Terbuka - sesuai pengaturan KDH
Hijau
- Utilitas Perkotaan « Jaringan listrik
- Jaringan air minum
- Jaringan telekomunikasi
- Hidran umum
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Tempat aam
- prasarana pembuangan limbah domestik
- Toilet

- Parkir
- Fasilitas Pendukung | - Pos jaga, mushola/tempat ibadah lain
Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW SPU-4 |- Jalur pejalan kaki - Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas
pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur
pemandu dan ramp bagi penyandang
disabilitas
- Ruang Terbuka - sesuai pengaturan KDH
au
- Utilitas Perkotaan - Jaringan listrik
- Jaringan air minum
- Jaringan telekomunikasi
- Prasarana - Jaringan drainase
Lingkungan - Tempat sampah
- Toilet
- Parkir
- Fasilitas Pendukung | - Pos jaga, mushola
Zona Perdagangan dan Jasa K
Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota K-1 - Jalur pejalan kaki - Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas
pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur
pemandu dan ramp bagi penyandang
disabilitas
- Ruang Terbuka - Sesaui pengaturan KDH




Hijau

- Utilitas Perkotaan - Jaringan listrik
- Jaringan air minum
- Jaringan telekomunikasi
- Prasarana - Jaringan drainase
Lingkungan - Tempat sampah
- prasarana pembuangan limbah domestik
- Toilet
- Parkir
- Arca bongkar muat barang,
- Fasilitas Pendukung | - pos jaga, mushola
Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP K-2 - Jalur pejalan kaki - Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas
pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur
pemandu dan ramp bagi penyandang
disabilitas
- Ruang Terbuka - Sesaui pengaturan KDH
Hijau
- Utilitas Perkotaan - Jaringan listrik
- Jaringan air minum
- Jaringan telckomunikasi
- Hidran umum
- Prasarana - Jaringan drainase
Lingkungan - Tempat sampah

- prasarana pembuangan limbah domestik
- Toilet
- Parkir
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- Area bongkar muat barang,
- Fasilitas Pendukung | - pos jaga, mushola

Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP K-2 - Jalur pejalan kaki - Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas
pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur
pemandu dan ramp bagi penyandang
disabilitas

- Ruang Terbuka - Sesaui pengaturan KDH
|__Hijau
- Utilitas Perkotaan - Jaringan listrik
- Jaringan air minum
- Jaringan telekomunikasi
- Hidran umum
- Prasarana - Jaringan drainase
Lingkungan - Tempat sampah
- prasarana pembuangan limbah domestik
- Toilet
- Parkir
- Area bongkar muat barang
- Fasilitas - Pos jaga
Pendukung
Sub Zona Perkantoran KT - Jalur pejalan kaki - Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas

pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur
pemandu dan ramp bagi penyandang




|~ Ruang Terbuka
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- Sesaui pengaturan KDH
Hijau
- Ruang Terbuka Non | - Lapangan Upacara
Hijau
- Utilitas Perkotaan - Jaringan listrik
- Jaringan air minum
- Jaringan telekomunikasi
- Hidran umum
- Prasarana - Jaringan drainase
Lingkungan - Tempat sampah
- prasarana pembuangan limbah domestik
- Toilet
- Parkir
- Fasilitas Pendukung | - pos jaga, mushola
Zona Peruntukan Lainnya PL
Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) PL-3 - Jalur pejalan kaki - Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas
pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur
pemandu dan ramp bagi penvandang
disabilitas
- Ruang Terbuka - Sesaui pengaturan KDH
Hijau
- Utilitas Perkotaan - Jaringan listrik
- Jaringan air minum
- Jaringan telckomunikasi

- Hidran umum
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- Prasarana - Jaringan drainasc
Lingkungan - Tempat sampah
- Toilet
- Parkir
- Fasilitas Pendukung | - pos jaga, mushola
Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah PL4 - Jalur pejalan kaki - Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas
pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur
pemandu dan ramp bagi penyandang
disabilitas
- Ruang Terbuka - Sesaui pengaturan KDH
Hijau
- Utilitas Perkotaan - Jaringan listrik
- Jaringan telekomunikasi
- Hidran umum
- Prasarana - Prasarana pembuangan limbah
- Tempat sampah
- Toilet
- Parkir
- Fasilitas Pendukung | - pos jaga, mushola
Sub Zona Pergudangan PL-6 - Jalur pejalan kaki - Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas
pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur
pemandu dan ramp bagi penyandang
disabilitas
- Ruang Terbuka - Sesaui pengaturan KDH

Hijau
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- Jaringan listrik
« Jaringan air minum
- Jaringan telekomunikasi
- Hidran umum
- Prasarana - Jaringan drainase
Lingkungan - Tempat sampah

- prasarana pembuangan limbah domestik
- Toilet

_—

Persampahan

Sub Zona Pengelolaan Persampahan

Sk

- Parkir
- Area bongkar muat
- Fasilitas Pendukung | - pos jaga, mushola
- Jalur pejalan kaki - Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas
pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur
pemandu dan ramp bagi penyandang
disabilitas
- Ruang Terbuka - Sesaui pengaturan KDH
Hijau
- Utilitas Perkotaan - Jaringan listrik
- Jaringan air minum
- Jaringan telekomunikasi
- Hidran umum
- Prasarana - Jaringan drainase
Lingkungan - Tempat sampah
- prasarana pembuangan limbah

- Toilet
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i

- Fasilitas Pendukung | - pos jaga, mushola
Sub Zona Transportasi TR - Jalur pejalan kaki - Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas
pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur
pemandu dan ramp bagi penyandang
disabilitas
- Ruang Terbuka - Sesaui pengaturan KDH
Hijau
- Utilitas Perkotaan - Jaringan listrik
- Jaringan air minum
- Jaringan telekomunikasi
- Hidran umum
- Prasarana - Jaringan drainasec
Lingkungan - Tempat sampah
- prasarana pembuangan limbah domestik
- Toilet
- Parkir
- Fasilitas Pendukung | - pos jaga, mushola,warung/toko
Zona Pertahanan dan Keamanan HK
Sub Zona Pertahanan dan Keamanan HK - Jalur pejalan kaki - Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas

pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur
pemandu dan ramp bagi penyandang
disabilitas
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- Ruang Terbuka - Sesaui pengaturan KDH
- Ruang Terbuka Non | - Lapangan Upacara

__Hijau
- Utilitas Perkotaan - Jaringan listrik
-Jaringan air minum
- Jaringan telekomunikasi
- Hidran umum
- Prasarana - Jaringan drainase
Lingkungan - Tempat sampah
- Toilet
- Parkir
- Fasilitas Pendukung | - Pos Jaga, Mushola

BUPATI LAMONGAN,
td.
YUHRONUR EFENDI
Salinan sesuai dengan aslinya
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LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN
LAMONGAN
TAHUN 2025-2045
KETENTUAN KHUSUS
JENIS ZONA PERTAMPALAN KETENTUAN KHUSUS
KETENTUAN
KHUSUS ZONA/SUB-ZONA LOKASI LUAS
KHUSUS KAWASAN 'ADAN e
Ketentuan Khusus | Sud-Zona Tanaman Pangan (P-1) SWP ILE pada Blok ILE.2 1,33 1. penetepan garis sempadan mengikuti
Sempadan Sungai Sub Zona Perumahan Kepadatan SWP II.A pada Blok 11.A.2 0,28 ketentuan perundang-undangan untuk
Tinggi (R-2) SWP IL.D pada Blok I1.D.2. kawasan perkotaan
Subd Zona Perumahan Kepadatan SWP [L.C pada Blok ILC.1, Blok 3,77 - Garis sempadan sungai bertanggul di
Sedang (R-3) I.C.2 dalam kawasan perkotaan ditentukan
SWP ILD pada Blok I1.D.1 paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter
SWP ILE pada Blok ILE.! dari tepi luar kaki tanggul sepanjang
Sud Zona Sarana Pelavanan Umum SWP 11.D pada Blok [1.D.1, Blok 0,16 alur sungai
Skala Kota (SPU-1) 11.D.2 - QGaris sempadan pada sungu tidak
Sub Zona Sarana Pelavanan Umum SWP I1.D pada Blok 11.D.2 0,02 bertanggul  di  dalam  kawasan
Skala Kecamatan (SPU-2) perkotaan ditentukan:
Sub Zona Sarana Pelavanan Umum SWP 11.D pada Blok 11.D.2 0,02 ¢ paling sedikit berjarak 10
Skatla Kelurahan (SPU-3) (sepuluh) meter dar tepi Kin dan
Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala | SWP I[.A pada Blok 11LA.2 1,69 kanan palung sungai scpanjang

Kota (K-1)

SWP IL.B pada Blok IL.B.1

SWP (LD pada Blok ILD.1, Slok
I.D.2

SWP ILE pada Blok ILE.1

alur sungai, dalam hal kedalaman
sungai kurang dari atau sama
dengan 3 (tiga) meter;

o paling sedikit bergamk 15 (lima




s
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ZONA PERTAMPALAN KETENTUAN KHUSUS

ZONA/SUB-ZONA LOKASI LUAS

(HA)
Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala | SWP IL.D pada Blok 11.D.2 0,02 belas) metes dari tepi kiri dan
SWP (K-3) kanan palung sungai sepanjang
Sub Zona Perkantoran (KT) SWP IL.C pada Blok I11.C.1 0,05 alur sungai, dalam hal kedalaman
SWPILD Blok 11.D.2 sungai lebih dari 3 (tiga) meter
Sub Zona Pengelolaan Persampahan | SWP ILA pada Blok 11.A.2 0,01 sampai dengan 20 (dua puluh)

| (PP) meter; dan

Sub Zona Pergudangan (PL-6) SWP ILE pada Blok ILE.1 0,08 e paling sedikit berjarak 30 (tiga

puinh) meter dari tepi kiri dan
kanan palung sungai sepanjang
alur sungai, dalam hal kedalaman
sungai lebih dari 20 (dua puluh)
meter

. penataan aempadan sungai untuk

melestarikan fungsi sungai, menjaga can
meningkatkan estetika lingkungan

. pelarangar. penebangan pepochonan yang

dapat merjaga stabilitas tepi sungai can
menjaga kelestarian tata air sungai

. pengendalian bangunan yang telah ada

pada sempadan sungai;

. pemanfaatan sempadan sungai dilakukan

berdasarkan fzin  sesuai  Ketentuan
peraturan perundang-undangan, dengan
mempertimbangkan rekomendasi teknis
cari pengelola sumber daya air pada
wilayah sungai yang bersangkutan;

. kegiatan dan penggunaan lahan yang

telah ada dan telah memiliki izin yang sah
can dinilai tdak mengganggu fungsi
sempadan  sungai  dan ___ keserasian
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pemanfaatan ruang di | sekitarnya
berdasarkan penilaian Forum Penataan
Ruang dar instansi yang berwenang tetap
capat dipertahankan; dan

. kegiatan dan penggunaan lahan vang

telah ada dan telah memiliki izin yang sah
namun dinilai dapat menggenggu fungsi
sempadan  sunga  dan  Keserasian
pemanfaatan ruang di  sckitarnya
berdasarkan penilaian Forum Penataan
Ruang dan instansi yang berwenang
dikenakan disinsentif dan/atau kegiatan
can penggunaan lahan disesuaikan

Ketentuan Khusus
Sempadan
Ketenagalistrikan

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa
Skala Kota (K-1)

SWP IL.C pada Blok 11.C.1
SWP IL.D pada Blok 11.D.1
SWP ILE pada Blok JLE.]

1,01

Sub Zona Perumahan Kepadatan
Tinggi (R-2)

SWP I1.C pada Blok I1.C.1
SWP I1.D pada Blok 11.D.2
SWP ILE pada Blok ILE.1

10,16

Sub-Zona Perumahan Kepadatan
Sedang (R-3)

SWP I1.C pada Blok I1.C.1, Blok
I.C.2

SWP IL.D pada Bilok [1.D.1, Blok
11.D.2

17,55

Sub Zona Sarana Pelavanan Umum
Skala Kota (SPU-1)

SWP 11.C pada Biok I1.C.1

0,63

Sud Zona Sarana Pelavanan Umum
Skala RW (SPU-4)

SWP ILE pada Blok ILE.1

0,03

. pemanfaatan ruang di kawasan sempadan

Saluran UdamaTegangan Tinggi (SUTT)
untuk diperbolehkan untuk ruang terbuka
hijau dan/atau ruang terbuka non hijau
yang dapat berupa jalur hijau dan taman

pasif;

penunjang instalasi Saluran Udara
Tegangan Tinggi (SUTT);

. bangunan/kegiatan yang sudah ada

sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan
dan berada pada sempadan
ketenagalistriken diberlakukan
persyaratan yaitu pemanfaatan ruang
dilaksanakan dengan mengacu pada
peraturan perundang undangan yang
berlaku
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. pengendalian kegiatan dan pemanfaatan

ruang di kawasan sempadan Saluran
Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang dapat
membahayakan penggunanya

. kegiatan Pemanfaatan Ruang

diperbolehkan dengan syarat mengikuti
ruang bebas dan jarak bebas minimum

sesual peraturan perundang-undangan.

. Jarak bebas minimum sesuai Permen

ESDM No 13 tahun 2021, meliputi:
Jarak bebas minimum vertikal dari
konduktor untuk lapangan terbuka
dengan SUTT 150 KV adalah 8,5 meter

- Jarak bebas minimum vertikal dari
konduktor untuk bangunan jembatan
dengan SUTT 150 KV adalah 5 meter

- Jarak bebas minimum vertikal dari
konduktor untuk
tanaman/tumbuhan, perkebunan
dengan SUTT 150 KV adalah 5 meter

» Jarak bebas minimum vertikal dari
konduktor untuk jalan, jalan raya, rel
kereta api dengan SUTT 150 KV
adalah 9 meter

« Jarak bebas minimum vertikal dari
konduktor untuk lapangan umum
dengan SUTT 150 KV adalah 13,5
meter

- Jarak bebas minimum vertikal dari
konduktor untuk SUTT lain, SUTR,




177 -

—

JENIS ZONA PERTAMPALAN KETENTUAN KHUSUS
KETENTUAN
KHUSUS ZONA /SUB-ZONA LOKASI LUAS
(HA)
SUTM, saluran udara komunikasi,
antenna dengan SUTT 150 KV adalah
4 meter
- Jarak bebas minimum vertikal dari
konduktor untuk SUTT lain, SUTR,
SUTM, saluran udara komunikasi,
antenna adalah 3,5 meter
W.
Ketentuan Khusus | Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) SWP IL.B Blok 11.B.1, Blok 11.B.2 70,93 . ketentuan khusus terkait Kriteria, insentif
Lahan Cadangan SWP ILE Blok I1.LE.2 207,49 can penetapan Lahan Cadangan Pertan:an
FPertanian Pangan Pangan Berkelanjutan sesuai dengan
Berkelanjutan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

. lahan yang sudah ditetapkan sebagai

Lahan Pertaian Pangan Berkelanjutan
cilindungi dan dilarang dialihfungsikan

. dalam hal untuk kepentingan umum,

Laharn Pertanian Pangan Berkelanjutan
dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan
sesual ketenturan peraturan perundang -
undangan

. pengalihfungsian lahan yang sudah

ditetapkan sebegai Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan

umum hanya dapat dilakukan dengan

syarat:

- dilakukan kajian kelayakan strategis;

- disusun rencana alih fungsi lahan;

< dibebaskan kepemilikan haknya dari
___pemilik lahan;
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ZONA/SUB-ZONA

_
Ketentuan Khusus
Rawasan Rawan

Bencana Banjir

5.

- disediakan lahan pengganti terhadap
Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan yang dialihfungsikan

calam hal terjadi bencana sehingga

pengalihfungsian lahan untuk
infrastruktur tidak dapat ditunda
persyaratan dilnkukan kajian kelayakar
strategis dan disusun rencana alih fungsi
lahan tidak diberlakukan

kegiatan seclain kegiatan tanaman pangan

masih dapat berlangsung selama bersifat

sementara dan tidak menghilangkan
fungs: utamanya scbagai lahan pertanian
tanaman pangan

kegiatan vang sudah memiliki izin vang

masih berlaku pada kawesan yvang

ditetapkan sebegai lnhan cadangan
pangan berkelanjutan sebelum
ditetapkannya Peraturan bupati ini dapat
dikeluarkan dan lahan cadangan

_pertanian pangan berkelenjutan.

- —

KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA

SWP I1.B pada Blok 11.B.1, Blok

Sub Zona Tanaman Pangan (P-1) 1B.2

SWP ILE pada Blok ILE.2

Tinggi dan Sangat
Tinggi

Sub Zona Peternakan (P-4)

181,85

SWPILD pada Blok 1.D.1

SWP ILE pada Blok ILE.2

0,70

Sub Zona Perikanan Budidaya (1K-2) SWP IL.B pada Blok I1.B.2.

12,81

Sub Zona Pembangkitan Tenaga
Listrik (PTL)

SWP ILD pada Blok [1.D.2

2,90

1.

pengaturan vegetasi untuk mengendalikan
kecepatan aliran air dan erosi tanah;
melakukan penanaman vegetasi dengan
pemilihan jenis tanaman yang mampu
menjadi zona resapan air;

. penyediaan saluran drainase beserta pintu

pintu air dan pompa sebegai Bangunan
Pengendalian Banjir,
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ZONA PERTAMPALAN KETENTUAN KHUSUS
ZONA/SUB-ZONA LOKASI LUAS
_{HA)
Sub Zona Kawasan Peruntukan SWP IL.B pada Blok 11.B.2 36,82 4. pembangunan embung dan waduk sebagai
Industri (KPI) SWP I1.D pada Blok [1.D.2 Bangunan Pengendalian Banjir;
SWP ILA pada Blok ILA.1, Biok 296,51 5. penyediaan kolam retensi banjir, sumur
ILA.2 resapan, lubang bio , dan saluran
m;fz'f' wmehan Kepadatan SWP I1.C pada Blok 11.C.1 rerpah ¥
SWPILD Blok [1.D.2 6. melakukan normalisasi sungai dan
SWP [LE pada Blok ILE.1 pelestarian Kawasan sckitar sungas;
SWP ILB pada Blok ILB.1 1.327,12 | 7. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana,
SWP I1.C pada Blok 11.C.1, Blok Tempat Evakuasi Bencana dan sistem
Subd Zona Perumahan Kepadatan 1.C.2 peettge dh:"; R
SWP I1.D pada Blok 11.D.1, Blok 8. perencanaan jalan diwajibkan 1 (setu)
Sedang (R-3) I.D.2 meter dari ketinggian muka air banjir,
SWP ILE pada Blok ILLE.1, Blok terutama pada lahan yang masuk dalam
ILE.2 Kawasan rawan bencana banjir;
9. dalian zona budi d terba n
SWP ILA pada Blok ILA.1, 7, pengen aya ngu
ILA.2 oX RoNE AL, Dk AL pada Kawasan rawan bencana bangir;
SWP IL.B pada Blok I1.B.1, Biok 10. Eaatrp e ""’8“"“““:"."“"‘ G i
Sub Zona Sarana Pelavanan Umum 11.B.2 SAONNG AU mc:g u ?:“w‘i 3
Skala Kota (SPU-1) SWP ILC pada Blok I1.C.1 P‘““:‘"‘“““ "fm;,?:f" sesuai dengan
SWP IL.D pada Blok 11.D.1, Blok 1% ":;"‘"Y‘"C ;
1.D.2 .meningkatkan clcvafi bangunan dengan
SWP ILE pada Blok ILE.1 rekayasa konstruksd;
SWP 1A pada Blok ILA.2 0,53
Sub Zona Sarana Pelayanan Umum SWPILC Blok 11.C.1
Skala Kecamatan (SPU-2) SWPIL.D pada Blok 11.D.2
SWP ILE pada Blok ILE.1
SWP I1.C pada Blok I1.C.1 0,70

Sub Zona Sarana Pelavanan Umum
Skala Kelurahan (SPU-3)

SWP ILD pada Blok [LD.1, Blok
1.D.2
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SWP ILE pada Blok ILE.1

Sub Zona Sarana Pelavanan Umum
Skala RW (SPU-4)

SWP ILA pada Blok IL.A.1, Blok
1LA.2

SWP I1.C pada Blok I11.C.1

SWP IL.D pada Blok [1.D.1, Blok
1.D.2

SWP ILE pada Blok ILE. 1, Blok
1LE.2

1,70

Sub Zona Perdagengan dan Jasa Skala
Kota (K-1)

SWP ILA pada Blok I1LA.1, Blok
ILA.2

SWP IL.B pada Blok 11.B.1, Blok
1LB.2

SWP IL.C pada Biok I1.C.1, Blok
I.C.2

SWP ILD pada Blok [1.D.1, Blok
ILD.2

SWP ILE pada Blok ILE.1

114,03

Subd Zona Perdagangan dan Jasa Skala
WP (K-2)

SWP 11.A pada Blok ILA.2

SWP ILE pada Blok ILE.1

12,60

Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala
SWP (K-3)

SWP ILA pada Blok I11.A.1

3,53

Sub Zona Perkantoran (KT)

SWP ILA pada Blok 11.A.1, Blok
1LA.2

SWP IL.D pada Blok 11.D. 1, Blok
1.D.2

SWP ILE pada Blok ILE.1

2,17

Sub Zona instalasi pergolahan air
limbah (IPAL) (PL-4)

SWP ILB pada Blok IL.B.1

0,41

Sub Zona Pergudangan (PL-6)

SWP I1.B pada Blok I1.B.1, Blok

33,42
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SWPILD pada Blok 11.D.2

JENIS ZONA PERTAMPALAN KETENTUAN KHUSUS
KETENTUAN
KHUSUS ZONA/SUB-ZONA LOKASI LUAS
(HA)
1.B.2
SWP ILE pada Blok ILE.1.
Sub Zona Pengelol P \ :?ILPQIIA pada Blok ILA.1, Blok 0,41
PP SWP ILE pada Blok ILE.1
Sub Zona Pertahanan dan Keamanan | SWP ILA pada Biok 11.C.1 0,26
K)
KETENTUAN KHUSUS EV.
Ketentuan Khusus | Sub Zona Taman Kota (RTH-2) SWP 1A pada Blok I1LA.1 0,94 . lokasi berada di luar wilavah rawan
Tempat Evakuasi Sub Zona Taman Kelurahan (RTH-4) SWP ILLE pada Blok ILE.1 0,94 bencana;
Sementara Sub Zona Taman RW (RTH-5) SWP ILD pada Blok 11.D.1 0,19 . terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke
Sub Zona Sarana Pelavanan Umum SWP ILA pada Blok 1L.A.2 0,10 tempat penampungan untuk memudahkan
Skala Kelurahan (SPU-3) evakuu::. o g
Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala | SWP ILA pada Blok 11.A.1 1,77 . memiliki standar minimal daya tampung
Kota (K-1) ruang evakuasi dengan standar minimal
SWP ILA pada Blok ILA.1, Blok 3,27 kebutuhan ruang yang dianjurkan adalsh
1A.2 3 m2/orang (tiga meter perseg) per orang);
SWP IL.B pada Blok [1.B.2 . ketersediaan sarana air bc_mh. MCK,
SWP I1.C pada Blok I1.C.1, Blok penerangan/listrik, dan lain-lain yang
Su® Zona Perkantoran (KT) I.C.2 :'wcukvpl:n " -~
SWP ILD pada Blok 11.D.1, Blok - ketersedinan pos keschatan untu
L ketersediaan h“kt::nm nikasi d¢:;n:n
SWP ILE pada Blok ILE.1, Blok : POS KoM o
ILE.2 sarana yang lebth lengkap (radio
Sub Zona Transportasi (TR) SWP II.A pada Biok IL.A.2 0,76 Ainikam; Seepon; Attel).
Ketentuan Khusus | Sub Zona Taman Kota (RTH-2} SWP ILA pada Blok 11.A.2 2,32
Tempat Evakuasi Sub Zona Sarana Pelavanan Umum SWP IL.A pada Blok 11.A.2 3,50
Akhir Skala Kota (SPU-1) SWP 11.C pada Blok 11.C.1
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Sub Zona Perkantoran (KT)
KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RESAPAN AIR

Ketentuan Khusus

Kawasan Resapan
Air

Listrik (PTL)

ZONA PERTAMPALAN KETENTUAN KHUSUS
ZONA/SUB-ZONA LOKASI LUAS
(HA)
Sub Zona Sarana Pelavanan Umum SWP ILA pada Blok 1LLA.2 0,38
Skala Kelurahan (SPU-3)
SWP IL.A pada Blok 11.A.2 1,73
SWP LA pada Blok 1L.A.1 24,41 pengendalian pemanfaatan ruang secara
SWPILD pada Blok [1.D.1, Blok terbatas, pelarangan kegiatan yang dapat
Sub Zona Perlindungan Setempat (PS) | 1LD.2 mengurang daya serap tanah terhadap
SWP ILE pada Blok 1LE.1, Blox air, pelarangan kegiatan vang merusak
ILE.2 kualitas dan kuantitas air serta
Sub Zona Taman Kota (RTH-2) swruoggabknoz 11,80 pcmendalnnpenmununurma:hw
SWP I1.D pada Blok [1.D.1 2,03 penerapan prinsip kemampuan
Sud Zona Taman Kelurahan (RTH-4) SWP ILE pada Blok ILE.1 dalam merahan limpasan air hujan
SWP IL.A pada Blok 1.A.2 1.31 terhadap sctiap kegiatan budidaya
Sub Zona Taman RW (RTH-5) SWP IL.D pada Blok [1.D.1 terbangun yang diajukan izinnya dan
SWP ILE pada Blok ILE.1 harus sesuai dengan daya dukung
Sub Zona Taman RT (RTH-6) SWP IL.D Blok 1.D.1 0,05 lingkungan; ‘ )
SWP IL.D pada Blok '1.D.1, Blok 8,29 kegiatan penghijauan dan penyediaan
- I.D.2 sumur resapan pada lahan terbangun
Sub Zona Pemakaman (RTH-7) SWP IL.E pada Blok 1L.E.1, Blox yang sudah ada; .
ILE.2 ketentuan pelarangan Kegiatan yang
== merusak kualitas dan kuantitas air,
ﬁ';"“ pada Blok ILA.1, Blok 0.12 kondisi fisik kawasan, dan dacrah
Sub Zona Jalur Hijau (RTH-8) tangkapan air;
tSS)P 211.0 pada Blok 11.D.1, Blok : ol air tanal
Sub Zona Tanaman Pangan (P-1] SWP ILE pada Diok 1LE.2 307,49 s sy :;‘;fa';’;“
Sub Zona Peternakan (P-4) g: ::g pada 3:::: 32 ; 1.04 pengambilan ai” tanah techadap kondisi
. -E pada s sumur; dan
Sub Zona Pembangkitan Tenaga SWP IL.D pada Blok 1.D.2 2,90

pemeliharean kelangsungan fungsi
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JENIS ZONA PERTAMPALAN KETENTUAN KHUSUS
KETENTUAN
KHUSUS ZONA/SUB-ZORA LOKASI LUAS
{HA)
Sub Zona Kawasan Peruntukan SWP IL.D pada Blok 1.D.2 3,79 resapan dan imbuhan air tanah, dengan
Industri (KPI) menjaga efektifitas sumur resapan air
Sub Zona Perumahan Kepadatan SWP ILA pada Blok 1L.A.2 142,60 tanah dan sumur imbuhan air tanah.
Tinggi (R-2) SWP I1.D pada Blok 11.D.1, Blok
I.D.2
SWPILE Blok IL.E.1
SWPILC Blok 11.C.2 1.185,51
Sub Zona P han Kepadatan SWPILD pada Blok 11.D.1, Blok
Sedang (R-3) I.D.2 | -
SWPILE pada Blok ILE.1, Blox
IL.E.2
SWP IL.A pada Blok ILLA.1 15,55
Subd Zona Sarana Pelavanan Umum SWP ILD pada Blok 11.D.1, Blok
Skala Kota (SPU-1) 1.D.2
SWP ILE pada Blok ILE.1
Subd Zona Sarana Pelavanan Umum SWP IL.C pada Blok [1.C.2 0,96
Skala Kecamatan (SPU-2) SWP I1.D pada Blok 11.D.2
SWP I1.D pada Blok 11.D.1, Blok 2,20
Subd Zona Sarana Pelavanan Umum 1.D.2
Skanla Kelurahan (SPU-3) SWP ILE pada Blok ILE.1, Blok
ILE.2
SWP ILA pada Blok ILA.1, Blok 2,34
ILA.2
Sub Zona Sarana Pelayanan Umum SWPILD pada Blok I11.D. 1, Blok
Skaln RW (SPU-4) 11.D.2
SWP ILE pada Blok ILE.1, Blok
ILE.2
SWP ILA pada Blok I11LA.1, Blok 77,54

Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala
Rota (K- 1)

1.LA.2

SWP IL.C pada Blok 11.C.2
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ZONA PERTAMPALAN KETENTUAN KHUSUS
KETENTUAN
ZONA/SUB-ZONA LOKASI LUAS
__(HA)
SWP IL.D pada Blok IL.D.1, Blok
1.D.2
SWP ILE pada Blok ILE.1
Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala | SWP ILA pada Blok ILA.1 5,57
SWP (K-3) SWP I1.D pada Blok 11.D.2
SWP ILA pada Blok IL.A.1, Blok 1,30
1LA.2
Sub Zona Perkantoran (KT) %PQII.D pada Blok 11.D.1, Blok
SWP ILE pada Blok ILE.1, Blok
ILE.2
Sub Zona Pengelolaan Persampahan SWP ILA pada Blok 11.A.2 0,05
(PP
Sub Zona Pergudangan (PL-6) SWP ILE pada Blok ILE.1 0,91
BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

e

M. Ro'is
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LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN LAMONGAN

TAHUN 2025-2045
TEKENIK PENGATURAN ZONASI
TEKNIK Zona Pertampalan TPZ
PENGATURAN
ZONASI Zona/Sub-Zona Lokasi Luas
(Ha)
TPZ dengan Sub-Zona Perikanan [ o0 0o 1. Perubahan alih
kode m1 Budidaya dengan kode ILB.2 ’ 19,86 fungsi lahan dari
IK-2 e pertanian
Sub-Zona Kawasan SWP I1.B Blok 28.62 menjadi non
Peruntukan Industri 1.B.2 ' pertanian
dengan kode KPI SWP IL.D Blok 0.03 diperuntukan
11.D.2 / sccara terbatas
Sub-Zona Perumahan | SWP I1.B Blok 118.72 dengan
Kepadatan Sedang 1LB.1 + intensitas
dengan kode R-3 SWP I1.C Blok 570.33 | . rendab;
11.C.1, Blok I1.C.2 g . Penggunaan
SWP I1.D Blok 501.72 pemanfaatan
1.D.1, Blok I1.D.2 g kegiatan
SWP ILE Blok 367.15 peru_mian
ILE.1, Blok ILE.2 . menjadi
Sub-Zona Perumahan | SWP ILA Blok 08.42 terbangun
Kepadatan Tinggi 1LA.1, Blok ILLA.2 ’ dibatasi dengan
dengan kode R-2 SWP I1.C Blok 16.13 luas yang
I.C.1 ] diperbolehkan
SWP I.D Biok 64.09 untuk dibangun
1n.D.2 ' maksimal 60%
PIL dan wajib
ﬁ\.lé A E Blok 24,50 gy
Sub-Zona Sarana SWP IL.A Blok 168 rekomendasi
Pelayanan Umum ILA.1 v dari instansi
Skala Kota dengan SWP II.B Blok o1 terkait kecuali
kode SPU-1 1.B.2 ’ bangunan
SWP I1.C Blok cksisting; dan
I.C.1 0,03 . Perubahan
SWP I1.D Blok 071 fungsi kegiatan
I.D.1, Blok I1.D.2 ¥ lanaman pangan
Sub-Zona Sarana akan dikenakan
Pelayanan Umum SWP I1.C Blok 0.0005 disinsentif dan
Skala Kelurahan I.c.1 , atau kompesasi
 dengan kode SPU-3 yang diatur
Sub-Zona SWP IL.A Blok R dalam
Perdagangan dan Jasa | ILA.1, Blok I1.A.2 : Keputusan
Skala Kota dengan SWP I1.B Blok ca1e Bupati;
kode K-1 ILB.1, Blok ILB.2 ’ - Lahan Sawah
SWP 11.C Blok el s dilindungi
ILC.1, Blok IL.C.2 ' pertu
SWP IL.D Blok - mf‘“"ap““‘“,"
ILD.1, Blok I.D.2 : rekomendasi
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TEKNIK Zona Pertampalan TPZ
PENGATURAN
ZONASI Zona/Sub-Zona Lokasi Luas
(Ha)
SWP ILE Blok 7.01 dari Menteri
1LE.1 . Agraria dan Tata
Sub-Zona SWP ILA Blok 0.10 Ruang / Kepala
Perdagangan dan Jasa | 1LA.2 ’ Badan
Skala WP dengan kode | SWP ILE Blok 0.17 Pertanaha
K-2 1ILE.1 ’ Nasional terkait
Sub-Zona Perkantoran | SWP 11.C Blok 0.003 dengan
dengan kode KT I.C.1 ¢ perubahan
Sub-Zona Instalasi fungsi lahan.
Pengolahan Air Minum SWP 11.B Blok 0.03
(IPAM) dengan kode I.B.2 ’
PL-3
Sub-Zona SWP ILB Blok 83.53
Pergudangan dengan I.B.1, Blok 11.LB.2 .
kode PL-6 SWP ILE Blok 0.33
ILE.1 r
Jumlah 1990,21
BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

w3

M. Ro'is







